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 iii  ABSTRAK Nama   : Siti Rahmi Sarjani NIM   : 111108859 Fakultas/Prodi  : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Judul Skripsi  :‘Iddah terhadap Wanita yang Berzina Menurut Pendapat Mazhab Maliki Pembimbing I  : Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M. Hum Pembimbing II : Bapak Zaiyad Zubaidi, MA Kata Kunci :‘Iddah, Hamil Zina, dan Mazhab Maliki  Ketentuan menjalani masa ‘iddah bagi seorang isteri yang putus perkawinannya dalam Islam telah ditentukan oleh syara’. Tata cara menjalani dan kategori dari ‘iddah tersebut telah Allah terangkan Dalam Alquran dan Nabi perkuat dengan Hadis yang shahih. Dalam Alquran yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 228, menjelaskan ‘iddah wanita yang dithalak dengan menyucikan diri sebanyak tiga kali quru’, ayat 234 menjelaskan tentang ‘iddah karena kematian suami, Surat At-Thalaq  ayat 4 menjelaskan tentang ‘iddah cerai dengan tiga bulan bagi yang tidak memilki haid lagi atau masih kecil, ‘iddah dengan melahirkan bagi isteri dalam keadaan hamil. Hadis Nabi menjelaskan pula tentang hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang isteri ketika menjalani masa ‘iddah. Seperti hadis Fathimah binti Qays, yang menjelaskan bagi yang ber’iddah untuk berdiam diri di rumah, hadis Subayyah binti Harits menjelaskan kebolehan menikah setelah menjalani ‘iddah melahirkan anaknya. Persoalan yang timbul adalah terjadi perbedaan pendapat diantara Ulama Fiqih tentang adanya ‘iddah yang dijalani oleh seorang wanita pezina sebelum ia melakukan pernikahan.  Apakah ia harus menjalani ‘iddah atau tidak. Perbedaan pendapat ini timbul karena tidak adanya dalil yang langsung menunjukkan tentang permasalahan ini, sehingga para ulama memilki cara pandang yang berbeda dalam berpendapat. Metode penelitian skripsi ini adalah kepustakaan atau library research dan menggunakan penelitian deskriptif analisis terhadap pendapat-pendapat ulama dalam Mazhab Maliki. Hasil penelitian menurut Mazhab Maliki seorang wanita pezina sebelum melakukan pernikahan baik dengan pasangan zinanya ataupun dengan laki-laki lain haruslah menjalani masa ‘iddah terlebih dahulu selama tiga kali haid apabila ia tidak hamil, namun jika ia hamil maka ia menunggu sampai lahir kandungannya. Hal ini dikarenakan Mazhab Maliki menganggap apabila benih hasil zina yang rusak bercampur dengan benih hasil dari pernikahan yang sah yang dianggap suci, dapat menodai dari hakikat menghormati sebuah pernikahan. Menjalani masa ‘iddah dengan tiga kali suci pada wanita yang berzina disamakan pada bentuk ‘iddah pada wathi’ syubhat, karena ada kesamaan dalam hal berhubungan badan bukan dengan pasangan yang sah, namun dalam permasalaan berzina melakukannya secara sadar sedangkan wathi’ syubhat tidak sadar. 
 iv  KATA PENGANTAR 
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 v  Kepada Ibu Almh. Yusniar tidak lupa penulis berdoa agar ditempatkan disisi Allah dengan sebaik tempat dan berharap doa ini diterima oleh Allah SWT.  Begitu pula kepada kakak, abang dan adik yang selalu mendukung dan memberikan ketegaran dalam menyelesaikan skripsi ini.  Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi metodelogi maupun isi, oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Kepada Allah penulis mengharapkan taufik dan hidayahNya.    Penulis        
 vi  PEDOMAN TRANSLITERASI Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: 1. Konsonan No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 1 ا Tidak dilambangkan  16 ط ṭ t dengan titik di bawahnya 2 ب b  17 ظ ẓ z dengan titik di bawahnya 3 ت t  18 ع ‘  4 ث ṡ s dengan titik di atasnya 19 غ g  5 ج j  20 ف f  6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق q  7 خ kh  22 ك k  8 د d  23 ل l  9 ذ ż z dengan titik di atasnya 24 م m  10 ر r  25 ن n  11 ز z  26 و w  12 س s  27 ه h  13 ش sy  28 ء ’  14 ص ṣ s dengan titik di bawahnya 29 ي y  15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya      2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 vii  a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:        Tanda        Nama       Huruf Latin  َ◌           Fatḥah a  ِ◌       Kasrah i  ُ◌      Dammah u  b. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:               Tanda dan            Huruf          Nama       Gabungan       Huruf  َ◌ ي      Fatḥah dan ya ai  َ◌ و  Fatḥah dan wau au  Contoh: FGH : kaifa    لIJ : haula  3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:            Harkat dan             Huruf        Nama              Huruf dan tanda  َ◌ي/ا      Fatḥah dan alif atau ya ā  ِ◌ي  Kasrah dan ya ī  ُ◌ي  Dammah dan waw ū  
 viii  Contoh: لNO : qāla PQر : ramā RGS : qīla RIST : yaqūlu 4. Ta Marbutah (ة) Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: a. Ta marbutah (ة) hidup Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. b. Ta marbutah (ة) mati Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh: YZI[ RN\]^ا   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl Y_T`Qaا ةرIbQcا  ◌۟  : al-Madīnah al-Munawwarah/        al-Madīnatul Munawwarah Yecf   : ṭalḥah    Catatan:  Modifikasi 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
 ix  3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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 1   BAB I PENDAHULUAN  1.1. Latar Belakang Masalah Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah hal sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut dalam artian apabila suatu hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi.1 Putusnya sebuah ikatan perkawinan dalam Islam membawa beberapa akibat yang harus ditanggung oleh suami dan istri, baik itu putus perkawinan dalam bentuk cerai ataupun disebabkan kematiaan.  Jumhur ulama sepakat bahwa salah satu akibat yang harus dijalani oleh seorang istri setelah putusnya perkawinan adalah menjalani masa ‘iddah. dengan landasan pokok dari Alquran dan Hadis. Dalam Alquran terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 228,  àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ−/ u tItƒ £Îγ Å¡à	Ρ r'Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ãè% 4… ∩⊄⊄∇∪                                                            1Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta:Prenada Media, 2006), hlm. 190.  
2   Artinya:“Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiqa kali quru’…” Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah bagi wanita yang diceraikan oleh suami mereka dan dalam keadaan masih memiliki masa haid. Mereka diperintahkan untuk menunggu selama tiga kali quru’ setelah diceraikan oleh suaminya. Apabila telah habis masa ‘iddahnya selama tiga kali quru’ maka diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Ayat lainnya yang membahas tentang ‘iddah terdapat didalam Surat At-Thalaq ayat 4:  ‘Ï↔¯≈ ©9 $#uρ z ó¡Í≥tƒ z ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $#  ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟçF ö;s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïèsù èπ sW≈n=rO 9ßγ ô© r& ‘Ï↔¯≈ ©9 $#uρ óΟ s9 z ôÒÏts† 4 àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{ $# £ ßγ è=y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ ßγ n=÷Ηxq 4  tΒ uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! ô ÏΒ ÍνÍ÷ö∆r& # Zô£ç„ ∩⊆∪     Artinya:“Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanitamu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”  Jenis ‘iddah yang dibahas di dalam ayat ini adalah jenis ‘iddah yang harus dijalani oleh wanita yang sudah monopouse yaitu yang berhenti haidnya karena sudah tua dan isteri yang masih kecil, yang belum ada haidnya untuk menjalani ‘iddah dengan tiga bulan sebagai ganti menjalani ‘iddah tiga kali quru’ seperti wanita yang masih ada haid. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya.2 ‘Iddah bagi wanita hamil juga dijelaskan dalam ayat ini bahwa seorang wanita                                                            2 Terjemahan singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8, (Surabaya: Bina Ilmu), hlm. 165. 
3   yang mengandung dari pernikahannya boleh menikah lagi dengan syarat telah habis masa ‘iddahnya dengan melahirkan anaknya.  Sedangkan yang terdapat dari hadis adalah sabda Nabi kepada Fathimah binti Qays,3 ...م6789 ّمأ <=ا ?@= AB يDّ7Eإ (GHI9 هاور)   Artinya: “… Ber’iddahlah engkau dirumah Ibnu Ummu Maktum (HR. Muslim).4 Riwayat ini merupakan perintah Nabi kepada Fathimah binti Qays untuk menjalani masa ‘iddah dirumah Ibnu Ummu Maktum kerena ia melaporkan kepada Nabi bahwa ia telah diceraikan oleh suaminya yaitu Abu Amir bin Hafsi. Nabi memberikan alasan untuk tinggal dirumah Ibnu Ummu Maktum karena keadaannya yang buta, sehingga Fathimah Binti Qays akan mudah dan leluasa untuk tinggal dirumahnya.5 Dalam hadis lain juga terdapat ketentuan ‘iddah bagi wanita yang sedang mengandung,   و Q@HE الله AّHS ATّUVا WXوز WZH[ ّّمأ <Eأ\9ا ّنأ GّH[ ?^_ ?UH` Wa@T[ bcV لbef GH[أ <9 ة b9 اللهو لbeB Q^8U_ نأ ?=hB i8a= <= j=bUIVا 6=أ bcTklB AHTm Aھو bcUE AّB6_ bcXوز AّHS AّTّUVا تءbX Gq لb@V \rE <9 bTf\s ?t8ZB <@HXuا \vآ يDّ7a_ A7m Q@^8U_ نأ xHyfA^8zا لbeB GّH[ و Q@HE الله                                                           3 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (penerj. Masykur A.b, dkk) (Jakarta: Lentera, 2005) hlm. 464.  4 Imam Muslim, Shahih Muslim Jilid II, Bab Thalaq No. 48, (Beirut: Darul Kitab Ilmiyah, T.th), hlm. 689. 5 Imam Muslim , Shahih  Muslim, Jilid II, (penrj. Adib Bisri Mustofa) (Semarang: As-syifa’, 1993), hlm. 916-917. 
4   Artinya: “Dari Ummu Salamah Isteri Nabi SAW bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata: “demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa ‘iddah yang terakhir berakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi SAW, dan Nabi bersabda “Menikahlah engkau dengannya”(HR. Bukhari)6 Dalam hadis ini Nabi membolehkan Subaiah untuk menikah setelah ia melahirkan meskipun hanya berjarak sepuluh hari, dalam artian bahwa ketika seorang suami meninggal masa ‘iddah yang dijalani oleh seorang istri adalah empat bulan sepuluh hari namun dalam keadaan hamil, boleh menikah setelah ia melahirkan anaknya meskipun tidak sampai empat bulan sepuluh hari.7 ‘Iddah diwajibkan untuk dilaksanakan oleh isteri-isteri dengan sebab adanya dua perkara, talak atau kematian dan fasakh.8 Istilah ‘iddah dimaksudkan sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Istri yang belum habis masa ‘iddahnya haram untuk dinikahkan.9 Dalam menjalani masa ‘iddah, terdapat syarat wajib yaitu syarat-syarat yang menentukan adanya hukum wajib, bentuk syaratnya adalah alternatif maksudnya bila tidak terdapat salah satu syarat-syarat yang ditentukan maka tidak ada hukum wajib, sebaliknya bila salah satu syarat yang ditentukan telah                                                           6 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 5 (penerj. Masyhar dan Muhammad Suhadi), (Jakarta: Al-Mahira, 2001)  hlm. 377. 7 Ibid,.  8 Wahbah Al-Zuhaily, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9, (Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani) (Beirut, Darul Fikri, 2007), hlm.  537.  9 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 240.  
5   terpenuhi, maka hukumnya adalah wajib. Adapun syarat wajibnya ‘iddah adalah matinya suami dan istri telah bergaul dengan suaminya.10 Dalam pensyariatan suatu hukum pasti terdapat hikmah yang dikandung, tidak terkecuali pada masalah ‘iddah, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa ‘iddah memiliki kemashlahatan yang ingin dicapai seperti mengetahui kebebasan rahim dari pencampuran nasab, memberikan kesempatan suami agar dapat introspeksi diri dan kembali kepada istri yang diceraikannya, berkabungnya wanita yang ditinggal mati oleh suami untuk memenuhi dan menghormati perasaan keluarganya.11 Alquran dan Hadis yang merupakan rujukan sumber hukum utama dalam Islam telah jelas memberikan petunjuk yang terperinci bagi ummat tentang masalah ‘iddah dalam suatu pernikahan yang yang telah putus, namun lain halnya dengan keadaan apabila seorang wanita dalam keadaan hamil namun tidak memiliki suami yang sah, dalam artian ia hamil karena perbuatan zina.  Para Ulama memberikan pandangannya yang berbeda-beda dalam masalah ini. Perbedaan pendapat diantara para Ulama Mazhab dikarenakan berbeda dalam menggunkan dalil dan berbeda dalam menginterpretasikan makna yang terkandung dari dalil-dalil tentang ‘iddah yang bersinggungan dengan hamil karena zina. Sehingga dapat memberikan pendapat adanya masa ‘iddah atau masa tunggu bagi wanita yang berzina sebelum ia menikah ataupun tidak ada masa ‘iddah tersebut.                                                           10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan …,  hlm. 306 11 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta:Amzah, 2009)  Hlm. 320  
6   Perkawinan wanita yang berzina sering diistilahkan dengan perkawinan yang dilakukan karena dipaksakan, terdapat dua bentuk, pertama, perkawinan harus dilakukan karena si pria dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hubungan zina dengan seorang wanita sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam. Kedua, perkawinan dilakukan karena menutup malu keluarga si wanita. Umpamanya seorang wanita melakukan hubungan zina dengan seorang pria dan pria tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu, lalu dicarikan pria lain untuk mengawini wanita tersebut, baik karena bersedia suka rela atau ada imbalan tertentu.12 Hal ini masih terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan ‘iddah jika ‘iddah tersebut dijalani oleh seorang wanita yang melakukan zina. Zina yang dimaksudkan disini adalah zina ghairu muhsan yaitu perzinaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang tidak pernah menikah sebelumnya ataupun masih gadis dan bujang. Pembahasan skripsi ini dikhususkan pada ‘iddah dalam keadaan tersebut. Para Ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan ada atau tidaknya ‘iddah bagi wanita yang melakukan zina, baik dia hamil atau tidak. Dikarenakan akibat hukum yang timbul kedepannya akan mengarah pada sah atau tidaknya akad nikah bagi seorang laki-laki yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa pada wanita yang berzina tidak terdapat masa ‘iddah sehingga seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita                                                           12 Ali Hasan,  Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 254.  
7   yang pernah melakukan zina, boleh mencampurinya setelah akad sekalipun wanita tersebut dalam keadaan hamil karena zina.13  Begitu pula periwayatan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Abbas dan Jabir, mereka berpendapat apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita tidak diharamkan menikahinya, beberapa Shahabat ini dan juga Imam Syafi’i bersandar pada Hadis:  <E ةو\E <E بbc <=ا يورو نأ WrbE GّH[ و Q@HE الله AّHS ATّUVا  م\^f  لbs ل^Vا ما\^Vا  Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari Aisyah bahwa Nabi SAW berkata: “Tidak mengharamkan sesuatu yang haram kepada yang halal”(HR. Bukhari) Dengan bersandar pada Hadis ini Imam Syafi’i dan beberapa shahabat mengemukakan pendapatnya bahwa tidaklah haram menikahi wanita yang sedang hamil karena perbuatan zina,14 sehingga ia tidak perlu untuk menjalani masa ‘iddah sebelum menikah. Imam Hanafi juga memiliki pandangan yang sama dengan Imam Syafi’i tentang tidak adanya ‘iddah pada wanita zina serta membolehkan untuk menikahinya, namun sekalipun nikahnya sah tidak dibenarkan untuk mencampurinya jika wanita tersebut dalam keadaan hamil karena perbuatan zinanya. Rujukan dari Imam Hanafi adalah Hadis:                                                            13 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, penerjemah Masykur A.b, dkk (Jakarta: Lentera, 2005) hlm. 474  14 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir, Jilid 9, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1994), hlm. 189.  
8   GّH[ و Q@HE الله AّHS ATّUVا لbs(G`b^Vا QX\vأ) ك\@ عرز bZ= I_  :  Artinya: Nabi SAW berkata: “Janganlah kamu menyirami dengan air (mani) milikmu selain ladang milikmu.”15 Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik yang mengharamkan wanita berzina untuk menikah sebelum ia menjalani masa ‘iddahnya, karena ‘iddah itu diwajibkan pada semua jenis akad nikah baik yang sah atau fasid seperti fasakh. Hal ini juga berlaku pada wanita yang berzina maka ia harus ber’iddah sampai melahirkan dan apabila tidak hamil ‘iddahnya sampai tiga kali quru’.16  Imam Malik juga mengatakan bahwa adanya ‘iddah pada wanita yang berzina persis sama hukumnya seperti ‘iddah pada wanita yang digauli secara syubhat. Dia harus telah menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ‘iddah, kecuali bila dikehendaki hukuman had atas dirinya.17  Tidak boleh dilaksanakan akad terhadap wanita yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika tetap dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Maliki berdasarkan Hadis:                                                            15 Ibid., hlm. 191  16 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8, Bandung: Al-Ma’arif, cet. Pertama, 1980), hlm. 161.  17  Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hlm. 473. 
9   @^_ A7m jZm تاذ \@ و i_ A7m j9bm hط6_  18  Artinya: “Tidak boleh wanita hamil dicampuri (wathi’) hingga ia melahirkan dan pada wanita yang tidak hamil sampai ia berhaid.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim)19 Imam Hanbali juga menyatakan wanita yang berzina haram dinikahi sebelum ia menjalani ‘iddah sebagaimana halnya pada orang yang ditalak.20 Imam Hanbali, Abu ‘Ubaidah, dan Ishaq mengatakan tidak hanya harus menjalani masa ‘iddah, namun juga ia harus bertaubat dan memiliki rasa penyesalan terhadap perbuatannya yang lalu. Apabila ia tidak bertaubat maka sampai kapanpun ia tetap haram dinikahi.21  Dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan para Ulama Mazhab penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih mendalam, Namun penulis membatasi pengkajian ini hanya pada pendapat Mazhab Maliki, sehingga penulis mengangkat judul skripsi ini “‘iddah terhadap Wanita yang Berzina Menurut Pendapat Mazhab Maliki”.   1.2. Rumusan Masalah Rumusan Masalah diperlukan agar pengkajian dalam skripsi ini jelas arah kajiannya, adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini terkait tentang: 1. Bagaimana pandangan dan argumen Mazhab Maliki tentang adanya ‘iddah pada wanita yang berzina?                                                           18 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu dawud No. 2157  19 Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu As-Syaikh, dkk. Fatwa-fatwa Tentang Wanita, (penrj. Amir Hamzah Fachruddin, dkk.) (Jakarta: Darul Haq: 2016), hlm. 604.  20  Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hlm. 474 21  Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir, Jilid 9, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1994), hlm. 189. 
10   2. Bagaimana metode istinbath hukum tentang ‘iddah pada wanita yang berzina menurut Mazhab Maliki?  1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah diatas yaitu :  1. Untuk dapat mengetahui pendapat dan pemikiran Mazhab Maliki dalam permasalahan ‘iddah pada wanita yang berzina. 2. Untuk mengetahui bentuk istinbath hukum yang dilakukan oleh Mazhab Maliki dalam permasalahan ‘iddah pada wanita yang berzina.   1.4. Penjelasan Istilah 1. ‘Iddah ‘Iddah yaitu masa yang ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa menunggunya berakhir.   Abu Yusuf Ad-Duraiwisy mengemukakan makna ‘iddah adalah masa vakum (menahan diri) yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk keluar dan berhias diri sampai masa yang telah ditentukan oleh aturan syariat berakhir.22                                                            22 Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah, dan Kontrak: Timbangan Alquran dan As-Sunnah, (Jakarta: Darul Haq, 2010),  hlm. 229.  
11   Menjalani masa ‘iddah wajib hukumnya bagi isteri yang telah putus hubungan perkawinannya baik karena alasan kematian ataupun perceraian. Dalil pensyariatannya seperti yang ditunjukkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 228 dan Surat At-Thalaq ayat 4. Hadis Nabi SAW juga banyak menerangkan tentang ‘iddah seperti menerangkan tentang tata cara ber’iddah agar tidak keluar rumah dan berhias untuk menerima pinangan orang lain sebelum habis masa ‘iddahnya. Dalam skripsi ini, istilah ‘iddah yang akan dibahas adalah masa menunggu untuk mengetahui kekosongan rahim sebagai syarat untuk dapat menikah dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun laki-laki lain. 2.  Pendapat Mazhab Maliki  Mazhab Maliki adalah salah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam. Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani. Mazhab Maliki berkembang dan tersebar pada daerah Maroko, Afrika Utara, Mesir dan Madinah. Merupakan kontribusi dari murid-murid Imam Malik yang menjadikan Mazhab ini memiliki pengkodifikasian sebuah Mazhab yang besar dan melahirkan ulama-ulama yang bagus dibidang Hadis dan Fiqih. Seperti Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Qasim, Imam Sahnun dan lainnya.23 Pada skripsi ini pendapat yang dimaksud adalah pendapat dan pandangan dari Imam Malik serta murid Imam Malik dan menjadi Ulama Mazhab Maliki tentang permasalahan adanya ‘iddah pada wanita yang berzina.                                                             23 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 260.  
12   1.5. Kajian Pustaka Kajian kepustakaan yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikatif, oleh karenanya, penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang membahas tentang masalah yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Dagang tahun 2011 “Efektivitas Sanksi Adat Untuk Memberantas Pasangan Kawin Hamil Karena Zina (Studi Kasus di Kec. Salang, Simeulue). Skripsi ini melakukan penelitian dalam hal jenis-jenis sanksi yang diterapkan di Kecamatan Salang agar praktik kawin karena hamil tidak terjadi lagi. Hukuman yang diberikan bermaksud agar menikah karena disebabkan oleh zina tidak dianggap oleh masyarakat sebagai solusi tepat karena telah malakukan perzinahan, sehingga diharapkan dapat menurunkan angka perzinahan dan praktik kawin hamil karena zina. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue yang menjadi tempat atau daerah penelitian24. Sekalipun skripsi ini menyinggung tentang pernikahan karena zina namun tidak menerangkan tentang pendapat atau ketentuan Mazhab Maliki terhadap pernikahan karena perzinahan.   Skripsi kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Aiya maghfirah dengan judul “‘iddah Istri Karena Suami mafqud Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i” skripsi ini menerangkan tentang ‘iddah yang dijalani oleh istri apabila suaminya tidak diketahui kabar dan keadaannya atau dianggap hilang, skripsi ini berfokus                                                           24 Abdullah Dagang, “Efektivitas Sanksi Adat untuk Memberantas Pasangan Kawin Hamil Karena Zina (Studi Kasus di Kecamatan Salang Kab. Simeulue)”, (Skrisi tidak diterbitkan) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.  
13   pada pendapat dari mazhab Syafi’i dalam kajiannya25, sekalipun membicarakan ‘iddah namun skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan berbeda bentuk ‘iddahnya, juga tidak mengambil pendapat dalam mazhab Syafi’i sebagai kajiannya. Skripsi ketiga adalah yang ditulis oleh Desi Ratna Sari yang merupakan Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “‘Iddah Wanita Hamil  Akibat Zina (Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal)” yang ditulis pada tahun 2015.  Dalam skripsi ini mengemukakan bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanbali tentang ‘iddah wanita hamil akibat zina dan bagaimana istinbath hukum yang dipakai oleh kedua Imam tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada persamaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Hanbali pada permasalahan ini, karena konsep awalnya sudah berbeda, yaitu bagi Imam Syafi’i wanita yang berzina tidak mempunyai ‘iddah, sedangkan Imam Hanbali mengatakan wanita yang berzina memiliki ‘iddah seperti wanita yang dithalak. Persamaannya hanyalah dalam konsep besar yang telah ditetapkan Alquran bahwa wanita yang telah mempunyai ikatan pernikahan, jika telah putus pernikahannya dengan sebab kematian atau thalak wajib menjalani ‘iddah.26  Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penelitian dalam skripsi-skripsi yang telah ada sebelumnya memilki cakupan pembahasan yang sedikit berbeda dengan yang ingin penulis bahas dalam skripsi ini. Karena dalam skripsi ini penulis ingin mengerucutkan pembahasan pada pandangan Mazhab Maliki                                                           25 Aiya Maghfirah, “‘iddah Istri Karena Suami Mafqud Mennurut Pandangan Mazhab Maliki”, (Skripsi tidak dipublikasikan) UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan hukum, 2016.  26 Desi Ratna Sari, ‘iddah Wanita Hamil Akibat Zina (Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal)”, (Skripsi tidak dipublikasikan) UIN Sultan Syarif kasim Riau. 2015.  
14   tentang adanya ‘iddah pada wanita yang berzina, yang tidak disinggung pada skripsi sebelumnya.  1.6. Metode Penelitian Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Berikut akan penulis uraikan metode penelitian yang dipakai penulis dalam skripsi ini. 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, dan persepsi dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.27  2. Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara membaca, memahami dan menelaah kitab, buku, jurnal maupun karya-karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dianalisa. 3. Sumber Data Untuk memperoleh sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, maka penulis menggunakan tiga sumber data yaitu: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum sebagai rujukan utama penulis dalam mengkaji skripsi ini, dalam hal ini Kitab Al-                                                          27 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 10.  
15   Mudawwanah Al-Kubra karangan Imam Sahnun bin Sa’id, Kitab Al-Hawiy Al-Kabir karangan Imam Mawardi, Kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, Buku Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak karangan Abu Yusuf Ad-Duraiwisy dan buku Fiqih Munakahat (Nikah, Khitbah, dan Thalak) karangan Abdul Aziz Muhammad Azzam. b. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai adalah Buku Bahan hukum sekunder yang kedepan dapat memperjelas bahan hukum primer, seperti   Fiqih Lima Mazhab Karangan Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah Al-Zuhaili jilid 9, Fiqih Sunnah jilid 8 karangan Sayyid Sabiq, buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin, buku Fikih Keluarga karangan Syaikh Hasan Ayyub  c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penguat data primer dan sekunder, seperti jurnal, karya ilmiah lainnya, kamus besar dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan judul sripsi ini. 4. Analisis Data Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti dalam suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat penjelasan, gambaran, atau lukisan secara sistematika, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.28 Dalam hal ini dengan menganalisa konsep dan pemikiran yang                                                           28 Mohd. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Ghalia, 2005) Hlm. 65.  
16   berkaitan dengan pendapat Imam Malik dan Mazhab Maliki tentang ‘iddah pada wanita yang berzina.  1.7. Sistematika Penulisan  Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan dalam empat bab, yaitu: Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua menjelaskan tinjauan umum dalam fiqih tentang ‘iddah, meliputi pengertian ‘iddah, hikmah ‘iddah, dasar hukum ‘iddah, bentuk serta macam-macam ‘iddah, serta pendapat Imam Mazhab terhadap ‘iddah wanita yang berzina. Pada bab tiga dilanjutkan dengan menguraikan tentang sejarah dan perkembangan Mazhab Maliki, pandangan Mazhab Maliki terhadap ‘iddah wanita yang berzina yang meliputi tentang metode Mazhab Maliki dalam mengistinbathkan hukum dan dasar Hukum yang dipakai oleh Imam Mazhab dalam menetapkan ‘iddah pada wanita yang berzina. Dalam bab ini juga akan dekemukakan analisis penulis terhadap pendapat dari Mazhab Maliki. Bab empat merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, penulis juga menambahkan dengan poin saran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.   
 18  BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH  2.1. Pengertian ‘Iddah dalam Islam Pengertian ‘iddah menurut bahasa berasal dari kata “al-‘addu” ( ا ّ  ) dengan makna “al-ihsha’” )(ءا  yang artinya menghitung, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan. Kata‘iddah merupakan sinonim dari kata al-ajal ( )&'(ا  yang artinya masa menunggu, dengan bentuk jamaknya “al-‘idad” (دا*+ا.) 29    Secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli seperti pendapat jumhur ulama yang meyebutkan ‘iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘iddah adalah masa yang ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh isteri dengan tanpa melakukan perkawinan lain sampai berakhir masa ‘iddahnya.30                                                           29 Yusuf Ad-duraiwisy, Nikah Siri, Mut’ah, dan Kontrak: Timbangan Alquran dan As-Sunnah, (Jakarta: Darul Haq, 2010),  hlm. 229. 30 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9, … hlm. 535. 
19   Definisi lain dari ‘iddah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, akhir masa ‘iddah tersebut adakalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau suci, atau dengan bilangan bulan.3 Menurut Abdul Aziz Muhammad ‘iddah berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhapa suami. Yaitu masa menunggu kesuciannya sehingga halal untuk menikah dengan orang lain. 4 Menurut Yusuf Ad-Duraiwisy pengertian ‘iddah adalah masa dimana wanita menunggu untuk mengetahui bahwa rahimnya kosong dari janin, atau untuk keperluan ibadah atau untuk masa penenangan bagi isteri atas perpisahan dengan suaminya.5  Terdapat juga definisi ‘iddah wanita berarti masa vakum (menahan diri) yang harus dijalani oleh seorang wanita untuk keluar dan berhias diri sampai masa yang telah ditentukan oleh aturan syariat berakhir.6 Dapat diartikan pula dengan masa penungguan yang mengikat wanita setelah berakhirnya masa pernikahan yang diyakinkan melalui hubungan badan, atau karena kematian suami, atau dengan berduaan, yang sesuai dengan pandangan syariat atau hilangnya syubhat  pernikahan.7                                                            3 Abdul Qadir Manshur, Buku Pintar Fikih Wanita, (Penrj. M. Zaenal Arifin), (Jakarta: Zaman, 2005), hlm. 124  4 Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk.,  Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Thalak), (Jakarta: Amzah, 2011). Hlm. 318.  5 Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah siri, Mut’ah…, hlm. 229.  6Ibid., hlm. 230. 7 Ibid. 
20   Definisi lain menyebutkan bahwa ‘iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang dilakukan secara langsung setelah dijatuhkanya thalak (oleh suaminya), selama dalam masa ‘iddah tersebut, wanita yang bersangkutan tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Suami yang telah menthalaknya juga tidak boleh mengusirnya dari rumah tersebut dan wajib memenuhi nafkahnya hingga berakhir masa ‘iddah.8 Dilihat dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, garis besar makna ‘iddah adalah masa menunggu kebersihan rahimnya seorang isteri dari terbentuknya janin setelah terputus perkawinannya. ‘Iddah mempunyai hukum wajib sehingga apabila ‘iddah tersebut tidak dijalani sesuai aturan syariat maka akan mendapatkan dosa, karena maksud dari ‘iddah tersebut bukan hanya untuk mengetahui kejelasan kosongnya rahim, namun juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah.  2.2. Hikmah Pensyariatan ‘iddah Allah SWT telah mensyariatkan ‘iddah karena di dalamnya terkandung beberapa hikmah untuk kemashalahatn manusia dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup, yang antara lain adalah:   a. Masa ‘iddah sebagai penegasan apakah dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasabnya nanti tidak kacau. b. Dengan adanya masa ‘iddah dapat memberi kesempatan barangkali suami ingin rujuk kembali kepada isterinya dan sadar dari keterlanjuranya yang terburu-buru setelah difikirkan dan dipertimbangkan secara matang.                                                            8  Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, (terj. Nukhozim) (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 348. 
21   c. Juga dengan ‘iddah itu akan semakin tampak belas kasih Allah kepada manusia, karena dalam menunggu ‘iddah orang akan mengetahui betapa nikmatnya bersuami atau beristeri dan betapa malunya perceraian sehingga dibenci Allah.  d. Hikmah yang lain ialah bila ‘iddah itu untuk isteri yang ditinggal mati suaminya, maka diwaktu itu ia lebih tampak berkabung, sehingga semakin terasa penghormatannya terhadap suami.9 Sayyid Sabiq mengemukakan hikmah adanya masa ‘iddah dalam beberapa point.  a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan. Sehingga tidak tercampur antara keturunan seseorang dengan yang lainnya. b. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik. c. Menjunjung tinggi permasalahan dalam perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun sebentar lagi dirusaknya. d. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami-isteri sama-sama hidup lama dalam kedua ikatannya. Karena dapat menimbulkan rasa kasih sayang yang mendalam dan rasa butuh antara suami isteri, dengan adanya masa ‘iddah sehingga ada waktu untuk dapat mengulang kembali                                                           9  Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Wanita (Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah), (terj. Anshori Umar Sitanggal), Hlm. 434.  
22   terikat dalam pernikahan dengan adanya introspeksi antara suami isteri sehingga dapat menuju kepada pernikahan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.10 Dengan mengetahui hikmah dari pengsyariatan ‘iddah yang sangat besar manfaatnya untuk sebuah ikatan pernikahan, dapat menimbulkan rasa antara suami istri dalam menyikapi hubungannya. Bahwa sebuah ikatan perkawinan tersebut bukanlah hal yang sederhana, namun harus dijalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan mencari ridha Allah SWT. 2.3.   Dasar Hukum ‘Iddah dalam Islam Masa ‘iddah wajib dijalani oleh isteri dengan perintahnya dalam Alquran dan Sunnah. Allah telah memberikan penjelasan tentang ‘iddah berikut dengan jenisnya sehingga sangatlah jelas tata cara pelaksanaannya yang mengcakup di dalamnya berapa lama waktu yang akan dihabiskan oleh seorang isteri apabila ia menjalani masa ‘iddah. Masa menjalani ‘iddah berbeda-beda tergantung kondisi isteri tersebut. Berikut merupakan ayat Alquran yang menerangkan tentang ‘iddah. Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Baqarah ayat 228,  àM≈s)¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/utItƒ £Îγ Å¡ à	Ρr' Î/ sπ sW≈n=rO &ÿρã è% 4 Ÿωuρ ‘≅ Ïts† £çλ m; βr& zôϑçF õ3tƒ $tΒ t, n=y{ ª!$# þ’ Îû £ ÎγÏΒ% tn ö‘r& βÎ) £ä. £ÏΒ ÷σãƒ «!$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $#uρ ÌÅzFψ$# 4 £åκçJs9θ ãè ç/uρ ‘,ym r& £Ïδ ÏjŠ tÎ/ ’Îû y7 Ï9≡ sŒ                                                           10 Sayid sabiq. Fikih Sunnah…, hlm. 151. 
23   ÷βÎ) (# ÿρßŠ# u‘r& $ [s≈ n=ô¹Î) 4 £ çλm; uρ ã≅÷W ÏΒ “Ï% ©!$# £ Íκö n=tã Å∃ρá÷èpR ùQ $ Î/ 4 ÉΑ$ y_ Ìh=Ï9 uρ £ Íκö n=tã ×πy_ u‘yŠ 3 ª!$#uρ î“ƒÍ•tã îΛ Å3ym ∩⊄⊄∇∪     Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.  Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”  Tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang redaksi ayat ini yang bukan dalam bentuk perintah, tapi dalam bentuk berita, dimana redaksi berita merupakan salah satu radaksi gaya bahasa Alquran dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi dengan menggunakan gaya perintah, dalam ayat ini pada hal penantian isteri.11 Penantian isteri yang dimaksud bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantiannya dilakukan atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Apalagi ia sendiri yang paling tahu masa suci dan haid yang ia alami.12  Tiga quru’ oleh sementara ulama -antara lain yang bermazhab Hanafi- dipahami dalam arti tiga kali haid. Jika demikian yang diceraikan oleh suaminya, sedang ia telah pernah bercampur dengannya dan saat yang sama dia belum memasuki masa menopause, setelah dicerai tidak boleh kawin dengan pria lain kecuali setelah mengalami tiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan Mazhab                                                           11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Vol. 1, (Jakarta: lentera Hati, 2005), hlm. 591.  12 Ibid,. hlm 592. 
24   Maliki dan Syafi’i yang memahami tiga quru’ dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud disini adalah masa antara dua kali haid.13 Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada datangnya haid ketiga. Bagi yang berpendapat bahwa quru’ berarti suci, selesai sudah ‘iddah atau masa tunggunya ketika itu, tetapi yang memahaminya dalam arti haid, masa tunggunya masih berlanjut sampai selesainya haid ketiga. Yang memahimnya dalam arti suci memberi kemudahan kepada wanita, disamping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. Sesungguhnya yang memahaminya dalam arti haid lebih memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami karena perceraian tidak dilakukan kecuali dalam keadaan wanita suci.14 Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud dan sekelompok sahabat mengatakan bahwa makna quru’ adalah haid. Hal ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Beliau berkata: Kata quru’ hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak ada satu ayat pun pernah gunakan kata quru’ dengan arti bersih dari haid. 15 Sedangkan pendapat kedua yang berasal dari Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit dan lainnya mengatakan bahwa makna quru’ adalah suci.16 Selanjutnya pada ayat 234 dari Surat Al-Baqarah juga menerangkan tentang ‘iddah,                                                            13 Ibid., hlm. 593   14 Ibid., hlm. 593. 15 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,  Jilid. VIII, (Malaysia: Victory Agencie, 2001),  hlm. 142. 16 Ashima Salsabila, Plus Minus Wanita Dalam Kacamata Islam, (Tanggerang Selatan: Sealova Media, 2014),  hlm. 110.  
25   tÏ% ©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tF ãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒ uρ % [`≡uρø— r& z óÁ−/utItƒ £ ÎγÅ¡ à	Ρr' Î/ sπ yèt/ö‘r& 9 åκô−r& # Zô³tãuρ ( #sŒ Î* sù z øón=t/ £ ßγ n=y_ r& Ÿξ sù y $ oΨã_ ö/ ä3øŠn=tæ $yϑŠÏù zù=yèsù þ’ Îû £ Îγ Å¡à	Ρr& Å∃ρâ÷÷ê yϑø9 $ Î/ 3 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? × Î6 yz ∩⊄⊂⊆∪     Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'‘iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. Ayat ini menjelaskan tentang masa ‘iddah yang harus dijalani oleh isteri apabila terputus ikatan pernikahan dengan meninggal suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Para ulama tidak mengetahui secara pasti alasan penetapannya selama empat bulan sepuluh hari, yang pada ayat lain patokan dari ‘iddah adalah quru’ yaitu masa diantara suci dan haid. Para ulama hanya menegaskan bahwa makna bilangan yang ditetapkan agama berada diluar analogi, atau jangkauan nalar. Namun dapat mengambil hikmahnya. Hikmah yang terkandung dalam bilangan ini karena bilangan berdasarkan bulan dapat diketahui oleh semua orang, berbeda dengan haid atau suci. Dengan terbukanya kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui masa tunggu itu, maka semua dapat ikut melakukan kontrol, dan dengan demikian tidak akan ada seorang wanita yang mengaku telah habis masa ‘iddahnya, padahal masih tersisa beberapa hari. Karena hari dan tanggal wafat suami tidak hanya diketahui oleh istrinya.17                                                           17 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 1, (Jakarta: lentera Hati, 2005), hlm. 508 
26   Masa ‘iddah karena kematian suaminya tidak hanya untuk masa tunggu kebersihan rahim namun juga untuk menampakkan rasa berkabung atas kepergian suami. Oleh sebab itu dalam masa ‘iddah kematian, istri tidak dibenarkan berdandan, seakan-akan merayakan kepergian suaminya serta segera berharap kehadiran suami baru, dan tidak keluar rumah kecuali keperluan yang amat mendesak.18 Isteri juga tidak boleh mengikat perjanjian kawin dengan seorang laki-laki lain, mengingat hubungannya dengan suami yang meninggal dunia. 19  Pada ayat lain, yaitu dalam Surat At-Thalaq ayat 1 juga menerangkan perihal ‘iddah,  $ pκš‰r' ¯≈ tƒ ÷É< ¨Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟçF ø)¯=sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9$# £èδθ à)Ïk=sÜ sù  ∅ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θÝÁ ôm r&uρ nο£‰Ïè ø9 $# ( (#θ à)¨?$#uρ ©!$# öΝà6 −/u‘ ( Ÿω  ∅èδθ ã_ ÌøƒéB .ÏΒ £ Îγ Ï?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ ã øƒs† Hω Î) βr& tÏ?ù' tƒ 7πt± Ås≈ x	Î/ 7πuΖÉit7 •Β 4 y7 ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «! $# 4  tΒ uρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «!$# ô‰s)sù zΝn=sß …çµ |¡ ø	tΡ 4 Ÿω “Í‘ ô‰s? ¨≅yès9 ©!$# ß Ï^‰øtä† y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r& ∩⊇∪     Artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.  Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” Ayat ini merupakan perintah jika ingin mentalak isteri, dalam keadaan isteri dapat menghadapi dan menyambut ‘iddahnya atau sebelum waktu ‘iddahnya. Maksudnya, perintah jika ingin mentalak istri, harus dilakukan ketika                                                           18 Ibid,.   19 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, Tafsir Alquranul Majid An-Nur, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258. 
27   isteri dalam masa suci yang selama masa suci tersebut belum pernah dicampuri (disetubuhi), serta larangan menjatuhkan thalak ketika istri dalam masa haid.20 Pada masa haid wanita biasanya tidak stabil, ada gangguan pada emosinya, sehingga boleh jadi ada sikap dan tindakan yang tidak berkenan dihati suami yang mendorongnya untuk thalak. Pada masa suci, isteri akan kembali normal, kekeliruan yang dilakukannya pada masa haid dapat diperbaikinya dengan meminta maaf sehingga kerukunan rumah tangga dapat pulih kembali.21 Ayat ini juga menyerukan untuk menghitung masa ‘iddah dengan teliti dan baik agar ‘iddah benar-benar sempurna yaitu tiga quru’ utuh dan penuh. Menghitung dan mengetahui masa ‘iddah dengan seksama adalah sebuah keharusan untuk menjalankan hukum-hukum ‘iddah selama masa ‘iddah, berupa penentuan hak merujuk bagi suami dan mempersaksikan rujuk tersebut, hak nafkah istri dan hak tempat tinggalnya, serta larangan keluar rumah bagi istri dalam masa ‘iddahnya.22  Isteri juga memilki hak untuk tetap berada dalam rumah suaminya dalam masa ‘iddah, karena setiap isteri yang menjalani masa ‘iddah memiliki hak tempat tinggal yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya. Sehingga suami tidak boleh mengeluarkan isteri yang menjalani masa ‘iddah dan isteri juga tidak boleh keluar dari rumahnya.23                                                           20 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27-28), (penrj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 640  21  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol. 14, (Jakarta: lentera Hati, 2005), hlm. 292 22 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir…, hlm. 642  23 Ibid,.  
28   Pendapat Ulama Syafi’iyah, bahwa ketentuan isteri yang menjalani masa ‘iddah harus tetap di rumah adalah murni kesepakatan antara suami isteri. Jika mereka berdua bersepakat pindah, itu boleh, karena hak yang ada adalah hak mereka berdua. Ini adalah yang dipraktikkan dan diterapkan dalam masa sekarang ketika terjadi thalak, sehingga kita tidak melihat ada seorang isteri yang dithalak masih tetap tinggal di rumah yang didiami oleh mereka berdua.24 Dalam Surat At-Thalaq ayat 4, menerangkan ketentuan ‘iddah bagi isteri yang menopause, belum haid dan hamil,  ‘Ï↔¯≈ ©9 $#uρ zó¡ Í≥tƒ z ÏΒ ÇÙŠÅsyϑø9 $# ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟçF ö;s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïèsù èπsW≈ n=rO 9 ßγô© r& ‘Ï↔¯≈ ©9 $#uρ óΟs9 z ôÒÏts† 4 àM≈s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{ $# £ßγ è=y_ r& βr& z÷è ŸÒ tƒ £ ßγ n=÷Ηxq 4  tΒ uρ È,−Gtƒ ©!$# ≅ yè øgs† …ã& ©! ô ÏΒ ÍνÍ÷ö∆r& # Zô£ç„ ∩⊆∪     Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” ‘Iddah perempuan yang yang sudah menopause, yaitu perempuan yang sudah tidak lagi mengalami haid karena faktor usia lanjut dengan mencapai usia lima puluh lima tahun atau enam puluh tahun adalah tiga bulan, sebagai ganti tiga quru’ bagi perempuan yang masih mengalami haid sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat 228 Surat Al-Baqarah. Demikan pula ‘iddah bagi perempuan yang                                                           24Ibid,.  
29   masih kecil yang belum mencapai usia haid, yaitu disamakan dengan perempuan yang menopause selama tiga bulan.25  Masa ‘iddah tiga bulan untuk dua jenis perempuan ini adalah apabila sebab putus perkawinan karena akibat perceraian, bukan karena akibat kematian suami. Jika suami wafat maka ‘iddahnya selama empat bulan sepuluh hari sama seperti pada wanita yang masih berhaid yang telah diterangkan sebelumnya dalam ayat 234 Surat Al-Baqarah.26 Kemudian ketentuan bagi wanita yang sedang hamil, maka ‘iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya, sekalipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah dijatuhkannya thalak atau setelah meninggalnya suami menurut pendapat jumhur ulama.27 Menurut ulama Malikiyah, ia sudah habis ‘iddah sekalipun ia melahirkan dalam bentuk ‘alaqah (gumpalan darah) atau Mudhghah (gumpalan daging), sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’i, ia belum halal kecuali dengan melahirkan anak.28 Sementara Ali bin Abi Thalib r.a dan Abdullah bin abbas r.a mengatakan bahwa ‘iddah perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya adalah masa yang lebih lama diantara kelahiran atau empat bulan sepuluh hari. Maksudnya jika yang lebih lama adalah kelahiran maka ia ber’iddah sampai melahirkan kandungannya, namun apabila yang lebih lama adalah masa empat bulan sepuluh hari, maka ia                                                           25 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir…, hlm. 654.  26 M. Quraish Shihab, Tafsir… Vol. 14, jlm. 299.  27 Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir…, hlm. 654. 28 Ibid., 657.  
30   ber’iddah dengan hitungan empat bulan sepuluh hari, meskipun ia telah melahirkan.29  Sedangkan dari Sunnah berdasarkan sabda Nabi kepada Fatimah binti Qais,   UV وXY* Vأ ّنأ :\]^ _`V aYطc U* de]fو g]ا &hرc jkl mھو aَpqا grّeط sc tehو d]e* الله vew الله لmhر تءzc {]| U} `]e* ~ } !اللهو :لrc dpc X]Vd ~ذ تXfc  ةاX}ا ~e :ل^ tّ .~X| ّمأ c ّp نا ھX}c .ar d]e* ~ \] ،لrcر dc مmp} ّما UVا `* ّp*ا ،Vwا ھ `]ذc _ee اذc ~V] U] vY*ا &'`q tgzا Vأ و ن]h Vأ UV aو} ّنا :d تXfذ _ee Yّec _^ الله لmhر لrc . ،d ل}  كmec aو} }او dr* U* ه*  c tg mVا }ا tّehو d]e* الله vّew`c a}hا vا :ل^ tّ .dpھXc ز UV a}hا vا.pqplاو .اX] d]c الله &zc dp Artinya: “Bersumber dari Fathimah Binti Qais: sesungguhnya suaminya Abu Amir bin Hafsi menceraikan dirinya dengan cerai ba-in (tiga kali). Karena sedang bepergian, Abu Amir mengirimkan biji gandum kepada mantan isterinya itu lewat wakilnya. Tetapi hal itu malah membuat Fathimah Binti Qais marah. Mendengar perkataan mantan isterinya itulah Abu Amir berkata: “Demi Allah, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu pun dariku”. Wanita itu lalu menemui Rasulullah saw dan menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah saw bersabda: “kamu tidak punya hak nafkah atasnya.” Lalu beliau menyuruh wanita tersebut untuk ber’iddah dirumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau meralat: “jangan dirumah Ummu Syarik, sebab disitu sering dikunjungi oleh sahabat-sahabatku. Kamu jalani saja ‘iddahmu dirumah Ibnu Ummu Maktum, karena dia adalah seorang tuna netra. Kamu bisa membuka pakaian seenakmu tanpa takut dilihatnya. Dan apabila telah selesai masa ‘iddahmu, tolong beritahukan aku.” Maka begitu aku selesai menjalani masa ‘iddahku, segera aku beritakan kepada Rasulullah saw bahwa sesungguhnya Muawiyah Bin Abu Sufyan dan Abu Jaham mengajukan lamaran kepadaku. Rasulullah saw, bersabda: “mengenai Abu Jaham ia adalah sorang yang ringan tangan memukul isterinya, sedangkan Muawiyah adalah orang miskin yang tidak berharta sama sekali. Kamu nikah saja dengan Usamah bin Zaid”. Awalnya aku enggan karena aku tidak suka. Namun beliau mendesakku: “Nikahlah dengan Usamah”. Akhirnya aku menikah                                                           29 Ibid., hlm. 655. 
31   dengannya dan ternyata Allah memberikan kebaikan pada pernikahanku. Dan aku merasa senang sekali.”30  Dari hadis ini yang bersinggungan dengan hukum ‘iddah adalah bahwa perempuan yang menjalani masa ‘iddah dari thalak bain tidak memilki hak nafkah dari suaminya lagi termasuk hak rumah, maka hendaklah ia menghabiskan masa ‘iddah dengan berdiam diri dirumahnya. Apabila ia tidak memiliki rumah sendiri ia boleh beriddah dirumah kerabatnya yang dianggap lebih pantas untuk menampungnya, dalam artian tidak akan menimbulkan fitnah dengan anggota rumah tersebut. Seperti dalam penjelasan Nabi yang menyuruh Fathimah bin Qays untuk berdian diri dirumah Ibn Ummu Maktum karena ia dalam keadaan buta, sehingga aurat Fathimah tetap terjaga. Hadis lainnya yang membahas tentang ‘iddah seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa isteri Sa’ad bin Khaulah, salah seorang syuhada Perang Badar, dalam keadaan hamil ketia Sa’ad bin Khaulah syahid, الله ّew qّ`ا a'وز aYeh ّّمأ U* _ _`ef a]qh g لr tehأ U} ةأX}ا ّنأ tّeh و d]e*  } اللهو لrc d` نأ _Vc V UV &V`ا mVأ gqc eq ھو g`* ّcm g'وز ّew ّqّ`ا تء' t ل] X* U} qX^ _Yc U]e'(ا Xآ يّp p d]` نأ eا لrc tّeh و d]e* الله Artinya: “Dari Ummu Salamah Isteri Nabi SAW bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal wafat oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata: “demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa ‘iddah yang terakhir berakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi                                                           30 Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj An-Naisaburi, Shahih Muslim, Jilid II, (terj. Adib Bisri Mustofa) (Semarang: As-Syifa’, 1993), hlm. 916-917. 
32   Nabi SAW, dan Nabi bersabda “Menikahlah engkau dengannya”(HR. Bukhari)31  Hadis ini menjadi penguatan makna terhadap ayat Alquran Surat At-Thalaq ayat 4, bahwa pada wanita yang dalam keadaan hamil kemuadian suaminya meninggal, maka ia menjalani masa ‘iddah sampai melahirkan anaknya, sekalipun jaraknya hanya 10 hari saja seperti keadaan yang dialami oleh Subaiah. Kedua hadis ini memperkuat penjelasan di dalam Alquran tentang ‘iddah dan lamanya waktu ‘iddah yang ditunaikan seorang wanita. Sangatlah jelas ilmu tentang ‘iddah dalam Islam karena memiliki sumber hukum yang rajih dan jelas perintahnya sehingga melaksanakan ‘iddah merupakan wajib bagi seorang wanita apabila ia telah berpisah dengan suaminya baik itu pisah dengan thalak ataupun dengan kematian.  2.4.   Macam-macam ‘Iddah Masa menjalani ‘iddah termasuk hukum penyerta atas terjadinya pernikahan bila timbul perpisahan antara suami isteri, baik melalui perceraian dan sebab lainnya, pasca hubungan badan dan hubungan yang diasumsikan mewakilinya, atau karena kematian suami. Jika terjadi perpisahan antara suami isteri setelah hubungan biologis, baik melalui talak (perceraian) atau sebab perpisahan lainnya, maupun dikarenakan suami meninggal, maka masa ‘iddah wajib dijalani oleh isteri. Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah bila masih berada dalam masa subur dan masih haid, maka masa ‘iddahnya tiga quru’. Apabila termasuk wanita yang sudah                                                           31 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 5 (penerj. Masyhar dan Muhammad Suhadi), (Jakarta: Al-Mahira, 2001)  hlm. 377. 
33   berhenti haidnya dan berada dalam masa menopause atau belum mengalami haid lantaran usianya masih kecil, maka ‘iddahnya selama tiga bulan. Sementara isteri yang suaminya meninggal, ia menjalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Dan apabila wanita dalam keadaan hamil, maka ‘iddahnya adalah sampai melahirkan.  Secara garis besar jenis ‘iddah dapat dikategorikan dalam tiga keadaan yaitu, ‘iddah isteri yang belum digauli, ‘iddah isteri yang sudah digauli dan ‘iddah perempuan yang haid, sebagaimna yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah,   1. ‘iddah isteri yang berhaid, yaitu dengan tiga kali haid. 2. ‘Iddah isteri yang mati haid (menopause atau belum ada haid), yaitu dengan hitungan tiga bulan 3. ‘Iddah isteri karena kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. 4. ‘Iddah isteri hamil, yaitu sampai melahirkan.32 Macam-macam ‘iddah dapat pula dikategorikan dalam bentuk ‘iddah isteri yang belum digauli, dan ‘iddah isteri yang sudah digauli. 1. ‘Iddah Isteri yang Belum Digauli Seorang perempuan yang dithalak oleh suaminya, sedangkan ia belum pernah digauli, maka ia tidak memiliki masa ‘iddah.33 Hal ini telah Allah terangkan dalam Alquran pada Surat Al-Ahzab ayat 49,                                                           32  Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah…, hlm. 141. 33 Ibid., hlm. 152.  
34   $ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖtΒ#u #sŒ Î) ÞΟçF ós s3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9 $# ¢ΟèO £ èδθßϑçGø)¯=sÛ  ÏΒ È≅ö6 s% βr&  ∅èδθ¡yϑs? $ yϑsù öΝä3s9 £Îγ øŠn=tæ ôÏΒ ;ο£‰Ïã …$ pκtΞρ‘‰tF ÷ès? ∩⊆∪    Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka '‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, …”  ‘Iddah dapat dijadikan pagar untuk membatasi kehidupan kekeluargaannya dengan suami terdahulu. Tidaklah patut jika seorang wanita sudah bergaul dengan suaminya setelah sekian lama kemudian berpisah, lalu hanya beberapa hari berikutnya ia bergaul dengan pria lain. Jelas itu tidak layak. Suami isteri yang sama sekali belum pernah berhubungan intim sebenarnya bukanlah suami isteri dalam arti sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu dapat dipastikan rahim wanita yang bersangkutan masih tetap kosong dan tidak membutuhkan “pagar” untuk membatasi kehidupannya dengan suami yang lalu.34 Sehingga ia tidak perlu menjalani masa menunggu tersebut. Namun dalam kasus berakhirnya perkawinan karena meninggalnya suami, maka isteri harus menjalani ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sama halnya dengan isteri yang sudah digauli.35 Seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah: 234.                                                           34 Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Mutakhir, (terj. Al-Hamid Al-Husaini) (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 700.  35  Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, (perj. Basri Iba Ashghary) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 123. 
35   Maksud dan tujuan ditetapkan ‘iddah bagi isteri yang meninggal suaminya sekalipun belum pernah digauli adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.36  Seperti yang telah dijelaskan dalam hikmah ‘iddah tentang adanya hak suami setelah meninggal yaitu masa berkabung sebagai penghormatan terakhir istri terhadap suaminya, sehingga sekalipun ia belum pernah digauli namun tetap menjalani masa ‘iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. 2. Isteri yang Sudah Digauli Isteri yang sudah digauli terdapat dua kategori yaitu yang masih memiliki masa haid dan yang tidak ada haid. Pada isteri yang memiliki haid, maka ia ber’iddah dengan tiga kali quru’, rujukannya adalah ayat 228 Surat Al-Baqarah, àM≈s)¯=sÜ ßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/utItƒ £Îγ Å¡ à	Ρr' Î/ sπ sW≈n=rO &ÿρã è% …  ∩⊄⊄∇∪  Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’…” Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya secara sekilas bahwa para ulama berselisih pendapat tentang makna quru’. Sebahagian ulama memaknainya dengan haid dan sebahagian ulama memaknainya dengan suci. Tetapi yang rajih mengenai makna quru’ adalah haid.37 Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru’ adalah suci, karena Allah menetapkan huruf taa’ pada hitungan tiga                                                           36 Sayyid Sabiq…, hlm. 153.  37  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Vol.1, … hlm. 593. 
36   (Tsalastataa’), maka ini menunjukkan bahwa yang dihitung adalah muzakkar, yaitu suci (ath-thuhru), bukannya haid. Karena firman Allah Swt.  £èδθ à)Ïk=sÜ sù…  ∅ÍκÌE£‰Ïè Ï9 (#θ ÝÁ ômr& uρ nο£‰Ïè ø9 $# … ( Artinya:“… Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi ‘iddahnya yang wajar …” maksudnya pada ‘iddah mereka. Akan tetapi thalak pada masa haid diharamkan maka izin beralih ke masa suci.38  Dapat disimpulkan bahwa bagi isteri yang diceraikan setelah digauli dan masih memiliki siklus haid maka menjalani ‘iddahnya selama tiga kali quru’ yaitu dengan maksud tiga kali datangnya haid atau dengan menghitung sucinya.  Untuk isteri yang tidak mengalami masa haid, terdapat dua kondisi, isteri yang tidak haid lagi dikenal dengan istilah menopause, dan anak kecil yang belum ada haidnya maka mereka menjalani masa ‘iddah sesuai perintah Allah dalam Alquran Surat At-Thalaq ayat 4 ‘Ï↔¯≈ ©9 $#uρ zó¡ Í≥tƒ z ÏΒ ÇÙŠÅs yϑø9 $#  ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ ÎpΣ ÈβÎ) óΟ çF ö;s?ö‘ $# £åκèE£‰Ïèsù èπ sW≈n=rO 9 ßγ ô©r& ‘Ï↔¯≈ ©9 $#uρ óΟs9 z ôÒÏts† 4 àM≈ s9 'ρé& uρ ÉΑ$ uΗ÷qF{ $# £ßγ è=y_ r& βr& z ÷è ŸÒ tƒ £ßγ n=÷Ηxq 4 …  Artinya:“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan                                                            38 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011),  hlm. 541. 
37   perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya…” (QS. At-Thalaq: 4). Ayat ini juga menjelaskan ketentuan ‘iddah bagi isteri yang dalam keadaan hamil bahwa seorang isteri yang apabila diceraikan oleh suaminya atau ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan hamil maka masa ‘iddahnya berakhir dengan ia melahirkan bayi tersebut.   2.5.   Pendapat Ulama Mazhab Tentang ‘Iddah Pada Wanita yang Berzina Penulis memberikan pengertian tentang Ulama Mazhab pada pembahasan ini ialah yang dikhususkan dalam Empat Imam Mazhab saja yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali. Walaupun tujuan utama skripsi ini ialah membahas pendapat Ulama Mazhab Malikiyah, penulis mencoba untuk memberikan penjelasan secara umum bagaimana ketiga Imam Mazhab yang lain memberikan pendapatnya tentang masalah ini.   a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak adanya ‘iddah pada wanita zina serta membolehkan untuk menikahinya, namun sekalipun nikahnya sah tidak dibenarkan untuk mencampurinya jika wanita tersebut dalam keadaan hamil karena perbuatan zinanya. 39  Rujukan dari Imam Abu Hanifah adalah Hadis:                                                            39 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir, Jilid 9, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1994), hlm. 191.  
38   لmrV كX]l عرز ~kYV £  :tّeh و d]e* الله ّew qّ`ا       40   Artinya: Dari perkataan Nabi SAW, “Janganlah kamu menyirami dengan air (mani) milikmu selain ladang milikmu.” b. Imam Syafi’i berpendapat bahwa pada wanita yang berzina tidak terdapat masa ‘iddah sehingga seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang pernah melakukan zina, boleh mencampurinya setelah akad sekalipun wanita tersebut dalam keadaan hamil karena zina.41 Pendapat ini sedikit berbeda dalam hal kebolehan menggaulinya pada saat hamil, apabila Imam Abu Hanifah melarangnya, Imam Syafi’i membolehkan untuk menggaulinya pada saat hamil karena perbuatan zinanya. Begitu pula periwayatan dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Abbas dan Jabir, mereka berpendapat apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita tidak diharamkan menikahinya, beberapa Shahabat ini dan juga Imam Syafi’i bersandar pada Hadis:   يوروإنأ ak* U* ةوX* U* بg| UV  ل^ tّeh و d]e* الله ّew qّ`ا مX  لا ماXا  Artinya:“Diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari ‘Urwah dari Aisyah bahwa Nabi SAW berkata: “Tidak mengharamkan sesuatu yang haram kepada yang halal”(HR. Bukhari)42  Dengan bersandar pada Hadis ini, Imam Syafi’i dan beberapa Shahabat mengemukakan pendapatnya bahwa tidaklah haram menikahi wanita yang                                                           40 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustakan Azzam, 2006), hlm. 834. 41 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, penerjemah Masykur A.b, dkk (Jakarta: Lentera, 2005) hlm. 474  42 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari Jilid 5 (penerj. Masyhar dan Muhammad Suhadi), (Jakarta: Al-Mahira, 2001)  hlm. 387.  
39   sedang hamil karena perbuatan zina,43 sehingga ia tidak perlu untuk menjalani masa ‘iddah sebelum menikah. karena wanita yang berzina tidak wajib ‘iddah dengan sebab sperma laki-laki yang menzinahinya tidak perlu dihormati, sehingga boleh melakukan akad pernikahan dengan wanita tersebut.44  Boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinahi, jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksanaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada suami. Jika anak lahir setelah kurang dari enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya. Kecuali laki-laki tersebut mengakui bahwa anak tersebut merupakan anaknya.45  c. Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang wanita yeng telah berzina menikah, ia harus menjalani masa ‘iddah terlebih dahulu, Imam Malik mengharamkan wanita berzina untuk menikah sebelum ia menjalani masa ‘iddahnya, karena ‘iddah itu diwajibkan pada semua jenis akad nikah baik yang sah atau fasid seperti fasakh. Hal ini juga berlaku pada wanita yang berzina maka ia harus ber’iddah sampai melahirkan dan apabila tidak hamil ‘iddahnya sampai tiga kali quru’.46 Pendapat Imam Malik sama dengan apa yang dikemukakan oleh Rabi’ah, At-Tsauri, Al-Auza’i, dan Ishaq47. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Malik berdasarkan Hadis:                                                            43 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir, Jilid 9, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1994), hlm. 189.  44  Muhammad Jawad Mughniyah,,,, hlm. 474, Abu hasan Al-Mawardy …, hlm. 170. 45 Ibid,.   46 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8, Bandung: Al-Ma’arif, cet. Pertama, 1980), hlm. 161.  47 Imam Al-Mawardy…, hlm. 191  
40   §] p &Y تاذ X]l و  p &} طm  48  Artinya: “Tidak boleh wanita hamil dicampuri (wathi’) hingga ia melahirkan dan pada wanita yang tidak hamil sampai ia berhaid.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim) d. Imam Hanbali menyatakan wanita yang berzina haram dinikahi sebelum ia menjalani ‘iddah sebagaimana halnya pada wanita yang ditalak.49 Imam Hanbali, Abu ‘Ubaidah, dan Ishaq mengatakan tidak hanya harus menjalani masa ‘iddah, namun juga ia harus bertaubat dan memiliki rasa penyesalan terhadap perbuatannya yang lalu. Apabila ia tidak bertaubat maka sampai kapanpun ia tetap haram dinikahi.50 Alasan Imam Hanbali mensyaratkan berataubat adalah karena firman Allah dalam Alquran surat An-Nuur ayat 3,  ’ÎΤ# ¨“9 $# Ÿω ßxÅ3Ζtƒ āω Î) ºπuŠÏΡ#y— ÷ρr& Zπx.Îô³ãΒ èπ u‹ÏΡ# ¨“9 $#uρ Ÿω !$ yγ ßs Å3Ζtƒ āω Î) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Îô³ãΒ 4 tΠ Ìh ãmuρ y7Ï9≡ sŒ ’n? tã tÏΖÏΒ ÷σßϑø9 $# ∩⊂∪     Artinya:“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”  Imam Hanbali mengatakan bahwa sesuatu yang telah ditetaptapkan pelarangannya secara jelas di dalam nash, tidak boleh terjadi khilafiah dalam penegakannya.51 Artinya bahwa pezina laki-laki ataupun perempuan apabila ia telah berataubat dengan sungguh-sungguh dan menyesali                                                           48 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 833.  49  Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hlm. 474 50  Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir, Jilid 9, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1994), hlm. 189. 51 Ibid.,   
 
 
42 
 
BAB III 
PANDANGAN MAZHAB MALIKI TENTANG ‘IDDAH 
PADA WANITA YANG BERZINA 
 
Manusia adalah makhluk Tuhan yang amat mulia. Ia diberi aneka 
keutamaan diantara makhluk-Nya yang lain. Segala yang berada di langit dan di 
bumi ditundukkan Tuhan untuk manusia: agar ia hidup tenang melaksanakan 
fungsinya membangun dunia dalam pengabdiannya  kepada Allah Swt. karena itu, 
kehadirannya di bumi ini harus pula melalui cara-cara terhormat. Oleh sebab itu 
Allah menetapkan perlunya perkawinan yang harus memenuhi ketentuan-
ketentuan yang harus menjamin kesucian dan kehormatan makhluk ini, bahkan 
Allah menganugerahi manusia dengan naluri dan akal yang menjadikannya 
membenci perzinahan. Tidak satu manusia pun yang tidak membenci perzinaan 
sekalipun ia sendiri adalah pezina. Tidak seorang pun yang dapat rela menerima 
anak kandungnya, saudara perempuannya atau ibunya dibuahi oleh siapapun tanpa 
melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dari sini, peristiwa yang 
menjadikan perempuan mengandung sebelum pernikahan dinamai kecelakaan 
agar memperhalus kesan buruk dari peristiwa itu. Guna menutupi aib kehamilan 
itu, biasanya hanya satu dari dua cara yang ditempuh, yakni melakukan aborsi 
atau mengawinkan perempuan yang hamil 
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 dengan yang menzinahinya, atau ada orang lain yang bersedia menjadi tumbal 
penutup aib.52 
Sebelum berbicara dari sisi hukum, terlebih dahulu harus diingat bahwa 
perkawinan yang dibicarakan ini sama sekali tidak mengurangi dosa kedua orang 
yang berzina itu, demikian juga dampak buruk yang sedikit atau banyak dapat 
menimpa anak yang akan lahir. Karena seperti disebutkan diatas, manusia pada 
dasarnya tidak menyukai perzinahan, sedangkan para ilmuwan menggarisbawahi 
bahwa suasana kejiwaan yang dialami oleh ibu bapak pada saat pembuahan dapat 
mempengaruhi anak yang dikandung dan dilahirkan. Ini berarti bahwa, sedikit 
atau banyak, anak yang lahir dari hubungan gelap sangat berpotensi untuk 
menerima dampak buruk dari perasaan itu, paling sedikit dampak buruk akibat 
kehadirannya di bumi ini sebagai unwanted child atau anak yang tidak diinginkan. 
Bahkan, bisa jadi anak tersebut akan lahir membawa rasa takut yang melekat pada 
dirinya sebagai akibat dari rasa takut yang dialami oleh ibunya saat hubungan seks 
saat mengandungnya.53 
Karena itu, harus digarisbawahi bahwa walaupun di bawah ini akan 
diuraikan pendapat yang menyangkut anak yang dikandung akibat “kecelakaan” 
itu, kita tetap harus mengingat bahwa dosa akibat perzinaan sama sekali tidak 
terhapus dengan menikahi lelaki atau perempuan yang telah berzina. Demikian 
juga janin yang dikandung, sekalipun diakui sebagai anak sebelum atau setelah 
kelahirannya, dan diakui pula secara hukum bila memenuhi syarat-syaratnya, anak 
tersebut tetap dalam pandangan tuhan adalah anak yang tidak sah. Bahkan, dengan 
 
52 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 225-226.  
53 M. Quraish Shihab. Hlm. 227.  
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pengakuannya itu, yang bersangkutan telah melakukan dosa berganda, yakni 
sekali karena perzinahan dan dikali lain karena pengakuaanya.  
3.1 Sejarah Perkembangan Mazhab Maliki 
1.  Kehidupan Imam Malik 
Mazhab Maliki adalah Mazhab yang pendirinya adalah Imam Malik bin 
Anas. Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam mazhab yang masyhur. 
Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir 
Al-Ashbahy al-Yamani. Ibunya bernama ‘Aliyah binti Syarik Al-Adzdiyah.54 
Nenek moyang mereka adalah berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari Suku 
Quraisy. Malik adalah sahabat dari Utsman bin Abdillah At-Taimi, saudara 
Thalhah bin Ubaidillah.55 
Pada masa pertumbuhan Malik bin Anas, Kota Madinah berada dalam 
periode pengumpulan Sunnah dan tempat lahirnya fatwa-fatwa ma’tsurah. Pada 
masa itu terhimpun generasi pertama dari kalangan para ulama dan fuqaha 
shahabat Nabi SAW. Kemudian digantikan oleh para penerus sepeninggal 
mereka. Sampai akhirnya datang masa Imam Malik bin Anas, beliau mendapatkan 
harta peninggalan dan warisan yang paling berharga sepanjang masa yakni, ilmu.  
Malik bin Anas lahir dimasa Khalifah Umawiyah, dimana pada saat itu 
telah banyak Ulama di Kota Madinah. Beliau mengambil ilmu dari guru-guru di 
Madinah pada usia yang sangat belia dan telah menghafal Alquran dan 
 
54  Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab, (terj. Abdul Majid dkk) 
(Jakarta Timur: Ummul Qura, 2013), hlm. 175-180. 
55  Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 
2007), hlm. 260. 
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melanjutkan untuk menghafal hadis. Jadi ketika ia telah mendapatkan banyak 
ilmu dari guru-gurunya, ia mulai menyeleksi orang-orang yang dapat diambil 
ilmu dan hadisnya.56  
Adz-Dzahabi berkata bahwa Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya 
menginjak belasan tahun, dan mulai memberi fatwa saat menginjak usia 21 
tahun. Orang-orang telah mengambil hadis darinya disaat dia masih sangat muda 
belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya 
sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja’far Al-Manshur, dan orang-orang mulai ramai 
menuntut imu padanya pada zaman Khalifah Ar-Rasyid sampai beliau 
meninggal.57 
Perhatian terbesar Imam Malik adalah mengetahui atsar-atsar Nabi dan 
fatwa-fatwa dari Shahabat; apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka 
perselisihkan. Imam Malik selalu memberikan penghormatan yang sempurna 
terhadap Hadis-hadis Rasulullah. Tidaklah ia mempelajari hadis tersebut 
melainkan dalam kondisi yang tenang dan kondusif, sebagai bentuk pemuliaan 
dan berupaya untuk menjaga keakuratannya. Oleh sebab itu, ia tidak pernah 
mempelajari hadit-hadis tersebut dalam keadaan berdiri, gelisah ataupun 
terganggu, sehingga tidak ada satupun yang akan lewat atau hilang darinya.58 
Beliau mendapatkan fatwa-fatwa para Shahabat dari orang-orang yang 
pernah bertemu mereka maupun orang-orang yang tidak pernah bertemu mereka, 
yaitu dari kalangan Tabi’in dan Tabi’ Tabi’in, seperti mendapatkan fatwa dari 
 
56 Ibid., hlm. 176 
57 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi…, hlm. 61. 
58 Ibid. 
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Abdullah bin Umar, Aisyah dan dari sahabat lainnya. Setelah Imam Malik selesai 
mempelajari atsar dan fatwa, maka mulailah beliau diberikan kelas Majlis Ilmu di 
Masjid Nabawi untuk memberikan pengajaran dan fatwa.59 
2. Perkembangan Mazhab Maliki 
Fikih Imam Malik diambil (diriwayatkan) melalui dua jalan, pertama, 
melalui buku-buku yang ditulis Imam Malik dan diriwayatkan darinya, yang 
merupakan penisbatan paling shahih, paling kuat sanadnya, dan paling banyak 
menghimpun fikih maupun Muwaththa’-nya. Kedua, melalui murid-muridnya. 
Mereka merupakan mashdar (sumber) kedua dari fikih Imam Malik.60  
Diantara para Imam mazhab lainnya, Imam Malik memiliki murid yang 
paling banyak. Karena murid Imam Malik sangat banyak sekali dan tersebar di 
berbagai negeri. Beliau memiliki murid-murid yang berasal dari Khurasan, Iraq 
dan Syam. Namun murid terbanyak beliau adalah yang berasal dari Madinah, 
Mesir, Afrika Utara, dan Maroko.61 
Banyaknya murid tersebut dikarenakan Imam Malik (banyak) bermukim 
di Hijaz, khususnya di Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melakukan 
perjalanan, kecuali saat menunaikan ibadah haji. Tidak pernah diketahui bahwa 
beliau meninggalkan Madinah, sehingga orang-orang dari berbagai penjuru yang 
jauh selalu mengunjungi Madinah selepas menunaikan Ibadah Haji.62 
Dengan begitu ahlul ilmi dan para penuntut ilmu dari berbagai dunia Islam 
dapat bertemu dengan Imam Malik, hingga jumlah mereka semakin banyak. 
 
59 Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi…, hlm. 272 
60 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat…, hlm. 365.  
61 Ibid., hlm. 368.  
62 Ibid. 
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Terdapat beberapa murid dari Imam Malik yang memiliki andil besar dalam 
Mazhab Maliki, karena kontribusi mereka dalam mencatat dan mengumpulkan 
ilmu-ilmu yang datang dari Imam Malik. Diantara meraka adalah:63 
a. Abdullah bin Wahab 
Ibnu Wahab merupakan salah seorang yang menyebarkan Mazhab Imam 
Malik diwilayah Mesir dan Maroko. Ibnu Wahab menjadi tujuan study tour bagi 
orang-orang yang kesulitan bertemu dengan Imam Malik secara langsung dalam 
rangka mengetahui fiqih beliau, baik setelah wafatnya Imam Malik atau saat 
beliau masih hidup. 
Ia memiliki buku yang sangat besar manfaatnya dalam Mazhab Maliki. 
Sebahagian besar adalah hasil yang ia dengar langsung dari Imam malik. Ia biasa 
mencatat persoalan-persoalan dan menunjukkannya kepada Imam Malik. 
Diantaranya adalah Muwatha’ Al-kabir, Kitab Tafsir Al-Muwatha’, dan Kitab 
Amwal. Ibnu Wahab meninggal pada tahun 197 Hijriah, pada usianya yang ke 72 
tahun.64 
 
 
b. Abdurrahman bin Al-Qasim 
Ia termasuk salah satu sahabat Imam Malik yang memilki pengaruh besar 
dalam kodifikasi Mazhabnya. Karena dengan murajaah Sahnun terhadapnya 
mengenai apa yang ia tulis dalam berbagai permasalahan Imam Malik.  
 
63 Ibid., hlm. 370.  
64 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat…, hlm. 372.  
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Namun demikian, ia juga memilki kebebasan berijtihad. Sehingga Ibnu 
Qasim memilki pendapat-pendapat yang berbeda dengan sang guru, Imam Malik. 
Banyak orang yang berpendapat bahwa pendapatnya lebih banyak didominasi 
oleh logika berpikir (ra’yu).65 
c. Imam Sahnun 
Nama aslinya adalah Abdus Salam bin Sa’id Sahnun At-Tanukhi Al-
Arabi. Pada saat itu ia memiliki kesempatan menimba ilmu kepada Imam Malik 
sebelum meninggal. Akan tetapi ia tidak memiliki harta yang cukup untuk 
melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, ia hanya mencukupkan diri dengan 
mendengar dari murid beliau, Ibnul Qasim. Jawaban-jawaban Imam Malik 
disampaikan kepadanya saat berada di Mesir. Selain mendengar dari Ibnul Qasim, 
ia juga mendengar dari Ibnu Wahab, Asyhab, Abdullah bin Abdul Hakim, Ibnul 
Majisyun, dan yang lainnya. Setelah menambah ilmu di Mesir ia kembali ke 
Maroko.66 
Pada dirinyalah berakhir kepemimpinan ilmu, dan pendapatnya dijadikan 
sandaran oleh orang-orang pengkikutnya. Dia menyusun Kitab Al-Mudawwanah, 
kitab yang menjadi salah satu rujukan utama dalam Mazhab Maliki. Imam Sahnun 
pernah diangkat menjadi hakim pada tahun 234 Hijriah, ketia usianya 74 tahun. 
Kepemimpinannya itu berlangsung hingga ia meninggal pada tahun 240 Hijriyah, 
yakni sekitar 6 tahun.  
Selaian para ulama yang telah disebutkan, masih banyak ulama-ulama 
besar yang merupakan murid dari Imam Malik. Ulama-ulama tersebut juga 
 
65 Ibid.   
66Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat …, hlm. 378.  
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banyak memberikan andil besar sehingga pengajaran dari Imam Malik dapat 
dikumpulkan dan terkodifikasi dengan rapi sehingga Mazhab Maliki dikenal dan 
terjaga ilmunya. Seperti Asyhab bin Abdul Aziz Al-Qaisi Al-Amiri, Asad bin 
Furat bin Sinan, Abdul malik bin Al-Majisyun, Abdullah bin Abdul Hakim bin 
A’yun, Abdul Malik bin Habib dan Al-Atabi. 
 
3.2 Pendapat Mazhab Maliki Tentang ‘Iddah pada Wanita yang Berzina 
Permasalahan adanya ‘iddah pada wanita yang berzina merupakan 
permasalahan yang disisipi dalam kasus mengawini wanita yang berzina terlepas 
ia hamil atau tidak hamil.  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya secara umum dalam empat mazhab, 
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi membolehkan menikahi wanita yang berzina 
dengan syarat yang menikahinya adalah pasangan atau lelaki yang menzinahinya, 
dan apabila wanita tersebut hamil dari hasil zina, tidak ada waktu menunggu yang 
dianjurkan, dalam artian bahwa ketika wanita tersebut hamil boleh dinikahi oleh 
laki-laki pasangan zinanya.   
Perbedaan antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi adalah tentang 
kebolehan untuk mewathi’nya setelah menikah, dalam Mazhab Syafi’i suaminya 
tersebut boleh menyetubuhinya setelah menikah sekalipun ia hamil dari hasil zina 
sebelumnya, sedangkan menurut Mazhab Hanafi apabila isterinya hamil dari hasil 
zina, suami tidak boleh menyetubuhinya sebelum lahir anak. 
Sedangkan dalam pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, kedua 
mazhab ini melarang untuk menikahi wanita yang berzina sekalipun ia tidak 
hamil. Boleh menikahinya apabila ia telah menyucikan dirinya dengan ber’’iddah 
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sebanyak tiga kali suci, dan apabila dalam keadaan hamil maka menunggu sampai 
kelahiran anaknya. Dalam Madzab Hanbali bahkan menambahkan bahwa 
kebolehan menikahi wanita yang berzina apabila ia telah bertaubat kepada 
Allah.67  
Imam Sahnun yang merupakan murid dari Imam Malik yang 
mengumpulkan tulisan dari pertanyaan dan jawaban yang dikemukakan dalam 
halaqah dan liqa’ ilmu Imam Malik dalam Kitab Al-Mudawanah Al-Kubra 
menuliskan:  
 ؟اهجوزتي نا هل حلصيأ ةأرملاب ينز اذإ لجرلا تيأرأ لاو اهجوزتي معن كلام لاق
 دساف هئام نم اهمحر ئربتسي يتح اهجوزتي 
Artinya: “Bagaimana pendapatmu apabila seorang laki-laki yang berzina 
dengan seorang perempuan, apakah sah untuk menikahinya? 
Berkata Imam Malik boleh untuk menikahinya tetapi tidak 
dibolehkan menikahinya sampai ia melakukan Istibra’68 
rahimnya dari Al-mau Fasad69”70 
 
Imam Malik bin Anas menganggap bahwa sperma hubungan zina adalah 
sperma yang rusak dan tidak dianggap, sehingga perempuan tersebut harus 
membersihkan rahimnya dari sperma hubungan zina terlebih dahulu apabila ingin 
menikah, meskipun ia menikah dengan pasangan zinanya.  
Imam Malik sebagaimana yang disebutkan oleh Mawardi dalam kitabnya 
al-Hawiy Al-Kabir mengatakan bahwa wajib ber’iddah bagi wanita yang berzina 
baik wanita tersebut hamil ataupun tidak, bila wanita tersebut hamil maka masa 
‘iddahnya adalah sampai dia melahirkan sedangkan bila tidak hamil maka masa 
 
67 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8, Bandung: Al-Ma’arif, cet. Pertama, 1980), hlm. 
161.   
68 Yaitu mengosongkan rahim dengan menjalani masa ‘iddah  
69 Maksudnya adalah sperma dari hubungan zina dianggap rusak dan tidak bagus.  
70 Imam Sahnun, Al-Mudawwanah Al-Kubra, Jilid 3, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa 
Al-Bazi, 1999), hlm. 883.  
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‘iddahnya adalah dengan menghitung masa suci. Imam Mawardi juga 
menambahkan pendapat dari Imam Malik tersebut bahwa apabila wanita tersebut 
mempunyai suami maka suaminya tersebut haram untuk mewathi’nya atau 
bersetubuh dengannya tetapi apabila tidak mempunyai suami maka haram bagi 
seseorang untuk menikah dengannya sampai habis masa ‘iddah. 
Imam Malik, Rabiah, al Tsauriy, al Auza’iy, Ishaq berkata: Wajib bagi 
wanita yang berzina ber’iddah dengan menghitung masa suci bila tidak 
hamil dan sampai melahirkan bila hamil. Dan apabila mempunyai suami 
maka haram bagi suaminya bersetubuh dengannya sampai habis masa 
‘iddahnya dengan tiga kali suci atau sampai lahir. Dan apabila tidak 
mempunyai suami maka haram bagi orang lain untuk menikahinya 
sampai habis masa ‘iddahnya baik ‘iddah dengan hitungan bulan atau 
hitungan quru’.71 
 
 Kalimat “baik ‘iddah dengan hitungan bulan atau hitungan quru’” 
memiliki makna bahwa wanita yang berzina, ia beriddah sesuai kondisinya seperti 
‘iddahnya wanita yang dithalak raj’i, ber’iddah dengan hitungan bulan bagi 
wanita yang berzina apabila ia tidak memiliki haid, dan ber’iddah dengan 
hitungan quru’ apabila ia dalam kondisi masih memilki haid.   
Wanita yang dicampuri dalam bentuk zina, persis sama dengan wanita 
yang dicampuri secara syubhat. ‘Iddah wanita yang dicampuri secara syubhat 
yaitu dengan melakukan istibra’ rahimnya dengan tiga kali haid. Wanita yang 
dicampuri secara syubhat yang selanjutnya disebut dengan “wathi’ syubhat”, 
ialah ketika seorang laki-laki mencampuri perempuan tanpa adanya akad antara 
mereka berdua, karena tidak sadar ataupun ia meyakini bahwa wanita yang ia 
 
71 Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Hawiy Al-Kabir, Jilid 9, (Beirut: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 
1994), hlm. 191. 
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campuri adalah isterinya yang halal dicampuri olehnya, namun ternyata bukan dan 
haram dicampuri olehnya.72 
Imam Sahnun meriwayatkan pendapat Imam Malik dalam Kitab Al-
Mudawwanah tentang masalah laki-laki yang menikahi seorang perempuan 
namun ia berhubungan badan dengan wanita lain, yang dikira isterinya.  
“Bagaimana pendapatmu apabila seorang laki-laki menikahi seorang 
perempuan namun ia berhubungan badan dengan permpuan yang bukan 
isterinya, berkata (Imam Sahnun) Imam malik telah menyampaikan 
kepada saya tentang dua saudari dinikahi oleh dua laki-laki yang 
berbeda, namun kedua saudari ini melakukan hubungan badan bukan 
dengan laki-laki yang menjadi suaminya, perempuan ini berhubungan 
dengan lelaki yang menjadi suami saudarinya, begitupun saudarinya 
yang lain. Maka berkata (Imam Malik) kedua saudari tersebut kembali 
kepada suaminya masing-masing, namun tidak dibolehkan untuk 
berhubungan badan dengan suaminya terlebih dahulu sampai ia 
melakukan Istibra’. Masa istibra’nya ialah dengan menjalani masa 
tunggu selama tiga kali haid, dan selama masa istibra’ tersebut ia 
mendapatkan nafkah dari laki-laki yang telah berhubungan badan secara 
syubhat dengannya.”73 
 
Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa hubungan badan yang dilakukan 
secara syubhat tidak merusak akad pernikahannya yang sah, namun ia haruslah 
melakukan Istibra’ rahimnya selama tiga masa haid. Dalam masa Istibra’ ini 
suaminya yang sah tidak boleh mencampurinya. Istibra’ rahim merupakan salah 
satu tujuan ‘iddah, dengan demikian Imam Malik mewajibkan iddah pada wanita 
yang melakukan hubungan badan secara syubhat selama tiga kali haid, dan ia 
mendapatkan nafkah dari laki-laki yang berhubungan badan dengannya secara 
syubhat tersebut.  
Menjalani istibra’ selama tiga kali haid dan mendapatkan nafkah 
merupakan bentuk iddah pada wanita yang dithalak raj’i oleh suaminya dalam 
 
72 Ibid  
73  Imam Sahnun, Al-Mudawwanah Al-Kubra, Jilid 3, (Riyadh: Maktabah Nizar Musthafa 
Al-Bazi, 1999), hlm. 882. 
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keadaan ia adalah wanita yang masih berhaid. Hal ini mengindikasikan bahwa 
menjalani masa iddah pada hubungan yang syubhat wajib hukumnya yaitu 
disamakan dengan kategori iddah wanita yang masih berhaid. Sebagaimana yang 
telah ditetapkan  Alquran dalam Surat Al-Baqarah ayat 228.  
                 
Artinya:“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru’ 
 
Mazhab Maliki menyamakan antara hubungan zina dengan hubungan 
badan secara syubhat karena adanya kesalahan yang dilakukan karena 
berhubungan badan dengan yang bukan pasangan sahnya. Pada hubungan badan 
dengan zina, dalam kondisi sadar bahwa itu bukanlah pasangannya secara sah, 
sedangkan dalam hubungan badan secara syubhat, dalam kondisi ia tidak sadar ia 
telah berhubungan dengan wanita selain isterinya, karena ia mengira wanita 
tersebut ialah isterinya. 
Apabila seorang wanita hamil dari hasil zinanya, ia melakukan ‘iddah 
sebagaimana iddah pada wanita hamil yang diceraikan dengan thalak raj’i yaitu 
sampai ia melahirkan anak dalam kandungannya.   
Meskipun Imam Malik mewajibkan‘iddah bagi wanita hamil akibat zina, 
dan membolehkan menikahi perempuan tersebut setelahnya namun dalam 
pandangan Imam Malik anak yang lahir dari wanita hamil karena zina atau dari 
perbuatan zina itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Bahkan 
zina itu tidak menyebabkan keharaman musaharah. Oleh karena itu, seorang laki-
laki boleh mengawini anak perempuannya dari wanita yang pernah dizinahinya, 
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cucu perempuannya, keponakan perempuannya, atau ibu dan seterusnya keatas 
dari perempuan yang telah dizinainya. Sebab perempuan-perempuan tersebut 
secara syar’i, tidak termasuk mahram.74  
Maka dapat dipahamkan bahwa sekalipun setelah wanita tersebut 
melahirkan anaknya dan lelaki yang berzina dengannya bertanggung jawab 
menikahinya dan menafkahi anak tersebut namun lelaki tersebut tidak dapat 
menjadi wali bagi anak perempuan dari hasil zinanya, dan tidak memiliki hak 
waris-mewarisi bagi keduanya. Karena hubungan nasab anak tersebut hanya tetap 
dihubungkan kepada ibunya saja. 
 
 
 
 
3.3.   Landasan Hukum Mazhab Maliki Tentang ‘Iddah Wanita Berzina 
Allah telah menjelaskan di dalam Alquran Suran An-Nuur ayat 3 tentang 
seorang wanita yang melakukan zina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki penzina 
juga, ayatnya:  
                             
          
Artinya: “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 
yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan 
yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 
berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 
diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” 
 
74Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab..., hlm.330. 
55 
 
 
 
Dalam Tafsir Al-Misbah terdapat dua pendapat tentang redaksi kata ‘tidak 
menikahi’ satu kalangan mengatakan bahwa tidak sah menikah dengan wanita 
penzina, sedangkan satu pendapat lainnya mengatakan bahwa tercela pernikahan 
tersebut dan tidak pantas apabila seorang muslim yang mukmin menikahi wanita 
penzina atau sebaliknya.75  
Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan pernikahan dengan wanita yang 
berzina yang dilakukan oleh seorang muslim yang mukmin dapat dilakukan 
apabila wanita tersebut telah bertaubat. Apabila ia tidak bertaubat maka 
pernikahan tersebut bathal.76  
Benih dari hasil pernikahan adalah benih yang suci, tidak boleh 
ditempatkan kecuali melalui proses yang suci yaitu dengan akad pernikahan yang 
sah. Maka Imam Malik berpendapat apabila seorang hamil dari benih hasil zina 
tidak boleh dikawinkan sebelum ia melahirkan. Karena kesucian benih dari akad 
pernikahan yang sah telah dinodai oleh perzinahan, sehingga harus dibersihkan 
dulu  keberadaan benih hasil zina tersebut.77 
Pada permasalahan perempuan hamil karena zina maka wajib 
menjalankan pembersihan rahim dengan menjalani ‘iddah sampai ia melahirkan 
anaknya. Dengan demikian, dalam pandangan Imam Malik ‘iddah wanita hamil 
karena zina sama dengan ‘iddah wanita hamil dari pernikahan yang sah atau 
wanita hamil dari persetubuhan yang syubhat. Pandangan Imam Malik tentang 
 
75 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 286.  
76 Ibid., hlm. 285  
77 Ibid., hlm. 287.  
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kewajiban ‘iddah wanita hamil diluar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan 
pada makna umum dari firman Allah SWT dalam Surat At-Talaq ayat 4 yaitu: 
 ... َّنُهَلْمَح َنْعََضي َْنأ َّنُُهلََجأ ِلاَمْحلأا ُتلاُوأَو... 
Artinya: “...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka 
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya...”  
Selain kedua ayat diatas, Mazhab Maliki berdalil juga dengan hadis Nabi 
SAW, 
 ساطوأ ايابس يف لاق هنأ هعفر و يردخلا ديعس يبأ نعت لا ريغ لاو عضت يتح لماح أطو
لمح تاذ ضيحت يتح  ةضيح 
Artinya:  Dari Abi Sa’id Al-Khudri secara marfu’ mengabarkan bahwa 
Nabi berkata tentang tawanan perang di Authas: “Tidak boleh 
wanita hamil dicampuri (wathi’) hingga ia melahirkan dan pada 
wanita yang tidak hamil sampai ia selesai haidnya..” 
(Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-
Hakim)78  
 
Keumuman hadis ini melarang menggauli wanita hamil yang merupakan 
tawanan perang dan kemudian menjadi budak. Budak tersebut haruslah 
melakukan masa membersihkan rahim dengan cara melahirkan anaknya jika ia 
hamil dan dengan sekali haid apabila ia tidak hamil.  
Imam Malik juga berdalil dengan berdasarkan hadis Nabi SAW:  
ابيطخ انيف ماق لاق يراصنلأا تباث نب عفيور نع  تعمس ام لاإ مكل لوقأ لا ينإ امأ لاق
  لاق نينح موي لوقي ملسو هيلع الله يلص الله لوسر لحيلآ ل  رخلآا مويلاو للهاب نمؤي ئرم
هريغ عرز هءام يقسي نأ  نا رخلأا مويلاو للهاب نمؤي ئرمل لحي لاو يلابحلا نايثإ ينعي
 
78 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 
2006), hlm. 833.  
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 عيبي نأ رخلأا مويلاو للهاب نمؤي ئرمل لحي لاو اهئربتسي يتح يبسلا نم ةارما يلع عقي
 مسقي ىتح امنغم 
Artinya:  Dari  Ruwaifi’ bin Tsabit Al-Anshari, ia berkata ketika berkhutbah, 
ketahuilah bahwa aku tidak berbicara kepada kalian kecuali apa 
yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Pada saat Perang Hunain 
Beliau berkata: “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir, untuk mengalirkan air (mani) miliknya pada 
tanaman milik orang lain yaitu menggauli wanita-wanita yang 
sedang hamil, dan tidak halal bagi seorang yang beriman kepada 
Allah dan hari akhir untuk menggauli wanita tawanan hingga ia 
membiarkannya mengalami haid, dan tidak halal bagi seseorang 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta 
rampasan perang hingga harta tersebut telah dibagikan.”79   
 
Kedua hadis di atas pada prinsipnya melarang melakukan persetubuhan 
dengan wanita yang sedang mengandung benih dari suami terdahulunya. Dan 
kedua hadis ini merupakan hadis tentang membersihkan rahim seorang budak 
yang sebelumnya merupakan tawanan perang, namun Mazhab Maliki berpendapat 
bahwa hadis ini juga menjadi dalil untuk menetapkan hukum terhadap 
persetubuhan secara zina. Menurut Imam Maliki hubungan hasil zina 
menghasilkan benih dari al-mau al-fasad yaitu sperma yang cacat dan rusak 
sehingga tidaklah boleh untuk mencampurnya. Karena benih yang dihasilkan 
dalam ikatan pernikahan yang sah harus dihormati dengan tidak melakukan 
pencampuran benih pada wanita tersebut. 
Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki wanita hamil karena zina 
mempunyai masa ‘iddah yang harus dijalaninya sampai ia melahirkan 
kandungannya. Maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina 
 
79 Ibid., hlm. 834-835.  
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dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun selain yang menghamilinya  maka 
akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan.80  
Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan Mazhab Maliki 
larangan menikahi wanita hamil karena zina tersebut adalah karena kehamilannya, 
yakni ia mempunyai ‘iddah sampai wanita tersebut melahirkan anak dalam 
kandungannya, bukan karena statusnya sebagai seorang pezina. Hal ini 
mengandung pengertian bahwa, dalam pandangan Imam Malik ayat 3 dari Surat 
An-Nuur yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keharaman menikahi 
perempuan yang berzina bersifat sementara sampai ia membersihkan rahimnya 
dari al-mau al-fasad.  
Imam Malik berpendapat bahwa haram menikahi wanita yang berzina itu 
bersifat sementara bukan selamanya. Sementara yang dimaksud ialah ia telah 
menyucikan dirinya dengan ber’iddah tiga kali quru’ ataupun sampai ia 
melahirkan apabila ia hamil dari perbuatan zinanya.  
 
3.4. Metode Istinbath yang Digunakan Oleh Mazhab Maliki pada ‘Iddah    
Wanita Berzina Serta Analisa Pendapat Mazhab Maliki 
1. Metode Istinbath yang Digunakan Oleh Mazhab Maliki pada ‘Iddah 
Wanita Berzina 
Imam Malik merupakan Imam Mazhab yang memiliki perbedaan istinbath 
hukum dengan Imam mazhab lainnya. Walaupun Imam Malik tidak menyebutkan 
dasar-dasar fikih untuk istinbathnya, namun beliau telah mengisyaratkan dengan 
 
80 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9, (Penerj. Abdul Hayyie al-
Kattani) (Beirut, Darul Fikri, 2007), hlm. 150. 
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menyusun beberapa fatwa, permasalahan-permasalahan, dan hadis-hadisnya 
dengan sanad yang muttashil81, Munqathi’82, maupun mursal83. 84 
Para ahli fiqih Mazhab Maliki telah mengembangkan metode Fiqih Maliki. 
Mereka mengembangkan dan mengemukakan persoalan-persoalan cabang, 
menelitinya dan mengambil kesimpulan darinya apa yang dijadikan sebagai dasar 
istinbath bagi mazhab mereka. Kemudian mereka menyusun dasar-dasar yang 
telah mereka istinbathkan yang telah mereka susun sebagai dasar-dasar dalam 
Mazhab Imam Malik. Sebagai contoh, mereka mengatakan, “Imam Malik 
mengambil dasar hukum dengan mafhum mukhalafah, fahwal khitab (arti/maksud 
pembicaraan), zhahir Alquran, dan berkata dalam keumuman ini dan itu.”85 
 Mazhab Maliki menyusun landasan dalam beristinbath hukum yaitu:  
a. Alquran  
b. Sunnah 
c. Qaul Shahabi 
d. Ijma’ 
e. Qiyas 
f. Istihsan 
g. Istishab 
h. Mashlahah Mursalah 
 
81 Muttashil sanad adalah sanad yang bersambung dari awal hingga akhir sanadnya. Yaitu 
tiap perawinya mendengar hadis tersebut dari orang di atasnya demikian hingga akhirnya.   
82 Munqathi’ adalah sanad yang terputus, bila dalam periwayatan terdapat perawi yang 
gugur dari rentetan sanad, baik itu gugurnya di awal sanad, pertengahan maupun diakhir.  
83 Mursal adalah gugur perawi dari sanadnya setelah tabi’in.  
84  Abdul Aziz Asyinawi, Biografi Empat Imam Mazhab…, hlm. 282.  
85 Ibid., hlm. 282-283.  
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Hasbi As-Shiedieqy mengatakan Imam Malik bin Anas mendasarkan 
fatwanya kepada kitabullah, sunnah yang beliau pandang shahih, amal ahli 
Madinah, qiyas, istihsan.86 
Menurut Al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat menyimpulkan dasar-dasar 
Imam Malik ada empat yaitu Al-Qur’an, hadis, ijma’, ra’yu. Sedangkan fatwa 
sahabat dan amal ahli Madinah digolongkan dalam sunnah. Ra’yu meliputi 
mashlahah mursalah, shad al-dharia’ah, adat (‘urf), istihsan dan istishab. 
Dalam permasalahan ‘iddah pada wanita yang berzina, menggunakan dua 
hadis yang telah disebutkan sebelumnya dalam penetapan hukumnya. Dan kedua 
hadis tersebut statusnya shahih. Hadis atau Sunnah menjadi metode istinbath 
hukum yang berada di posisi kedua setelah Alquran. Namun di dalam hadis 
tersebut tidak terdapat penjelasan tentang tata cara menjalani iddah bagi wanita 
yang berzina, karena wanita yng berzina tidak bisa disamakan dengan budak 
karena statusnya tetap merupakan wanita yang merdeka. Sehingga Mazhab Maliki 
juga menggunakan metode qiyas dalam memberi pendapat tata cara ‘iddah yang 
harus dijalani oleh wanita yang berzina. Tata cara menalani masa iddah bagi 
wanita yang berzina dismakan dengan tata cara menjalani’iddah pada wanita yang 
melakukan wathi’ syubhat. 
Hal ini sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mugniyyah dalam 
kitab al- Ahwal as-Syakhsiyyah ‘ala al-Mazahib al-Khamsah: “Wanita yang 
dicampuri dalam bentuk zina, persis sama hukumnya dengan wanita yang 
 
86 Teungku Muhammad Hasby al-Shiedieqy, Pengantar Hukum Islam (Semarang: 
Pustaka Rizki, 1997 ), hlm 88. 
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dicampuri secara syubhat (wathi’ syubhat), kecuali bila dikehendakai hukuman 
had atas dirinya.”87   
Penggunaan kata seperti wathi’ syubhat menunjukkan adanya indikasi 
qiyas. Seperti diketahui bahwasanya dalam qiyas dikenal dengan adat al-tasybih, 
dalam konteks ini Imam Malik menganalogikan antara zina dengan wati’ syubhat 
memiliki kesamaan dalam hal persetubuhan yang terjadi dengan bukan pasangan 
sahnya.  
 Hal ini juga dapat dilihat dalam Kitab Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah 
bahwa Imam Malik menagatakan bahwa persetubuhan (wathi’) dengan akad yang 
rusak, persetubuhan syubhat dan persetubuhan zina tidak diwajibkan untuk 
ber’iddah dengan makna selayaknya ‘iddah, akan tetapi salah satu dari setiap 
persetubuhan tersebut harus mensucikan rahimnya seperti ukuran ‘iddahnya 
wanita yang dithalaq.88 
Adapun illat yang menjadi alasan diperbolehkannya qiyas adalah antara 
zina dan wathi’ syubhat merupakan dua tindakan yang sama dalam adanya 
hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja kalau zina ada unsur 
kesengajaan sedangkan wati’ syubhat adalah tindakan salah paham antara kedua 
belah pihak. Illat kedua adalah antara zina dan wathi’ syubhat terjadi diluar ikatan 
pernikahan yang sah. Sementara para ulama sepakat bahwa dalam kasus wathi 
syubhat seorang wanita diwajibkan untuk menjalani ‘iddah sebagaimana ‘iddah 
wanita yang ditalak oleh suaminya. Yaitu dengan tiga kali suci atau dengan 
lahirnya kandungan apabila wanita tersebut terjadi kehamilan.89 
 
87 Muhammad  Jawad…, hlm. 330  
88 Abd Ar-Rahman Al-Jaziri…, hlm. 396. 
89 Ibid, hlm. 458. 
62 
 
 
 
2. Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki Tentang ‘Iddah Wanita 
Berzina 
Dalam Mazhab Maliki menikah dengan seorang wanita yang berzina atau 
wanita yang dizinahi hukumnya haram, artinya pernikahan itu merupkan 
pernikahan fasid atau bathal. Namun keharaman menikahinya bersifat sementara 
selama ia menjalani masa ‘iddahnya. 
‘Iddah pada wanita zina memiliki dua kategori, yang pertama berzina dan 
ia mengandung hasil zina tersebut, yang kedua berzina namun tidak mengandung. 
Pendapat Mazhab Maliki, kedua kategori ini haruslah tetap menjalani masa 
‘iddahnya. Jika ia hamil dari hasil zina tersebut maka iddah yang harus dijalani 
adalah sampai ia melahirkan apa yang dikandungnya, meskipun itu masih dalam 
bentuk ‘alaqah atau mudhghah. Namun apabila ia tidak hamil, masa iddah yang 
dijalani olehnya adalah dengan tiga kali haid atau suci. Jadi dalam hal ia hamil 
karena zina, haruslah menunggu sampai anaknya lahir, barulah ia boleh menikah.  
Menurut penulis, Mazhab Maliki berpendapat bahwa adanya ‘iddah pada 
wanita berzina dilatarbelakangi oleh cara pandang terhadap benih hasil perzinahan 
tersebut. Mazhab Maliki menyebutkan bahwa benih dari hasil perzinahan dapat 
menodai kesucian hasil dari hubungan yang sah, sehingga tidak dibenarkan untuk 
menikahinya dan melakukan hubungan sebelum wanita tersebut melakukan 
pembersihan rahim dengan cara ber’iddah.   
Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i yang dalam permasalahan ini 
berpendapat yang sangat berbeda dengan Mazhab Maliki berpendapat bahwa 
benih hasil zina  tidak perlu dihormati sehingga bebas untuk melakukan akad 
63 
 
 
pernikahan diatasnya dan bahkan dalam masa hamil karena hubungan zina 
tersebut apabila telah dilakukan akad pernikahan boleh untuk menggauli isterinya 
tanpa menunggu kelahiran.  
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Dari penjelasan dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 
disimpulkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa poin sebagai berikut: 
4.1.1 Imam Malik dan Mazhab Maliki mengharamkan apabila seorang wanita 
pezina melakukan pernikahan tanpa menjalani masa ‘iddah terlebih 
dahulu. Artinya seorang wanita yang berzina apabila ia ingin menikah 
haruslah terlepas dari masa ‘iddahnya dengan tiga kali haid bagi yang 
tidak hamil dan sampai melahirkan bagi wanita yang hamil hasil zina.  
Dalil yang digunakan Mazhab Maliki dalam menyatakan menjalani 
‘iddah pada wanita yang berzina sebelum melakukan akad pernikahan 
adalah: 
- ضيحت يتح لمح تاذ ريغ لاو عضت يتح لماح أطوت لا ةضيح 
Tidak boleh wanita hamil dicampuri (wathi’) hingga ia melahirkan dan 
pada wanita yang tidak hamil sampai ia selesai haidnya. 
 
-  هريغ عرز هءام يقسي نأ رخلآا مويلاو للهاب نمؤي ئرم لا لحيلآ 
Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
untuk mengalirkan air (mani) miliknya pada ladang orang lain. 
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Menurut Mazhab Maliki hubungan hasil zina menghasilkan benih dari al-
mau al-fasad yaitu sperma yang cacat atau rusak sehingga tidaklah boleh 
mencampurnya dengan hasil benih dari pernikahan yang sah kelak. 
Hubungan zina menodai ikatan pernikahan yang harus dihormati dengan 
tidak melakukan pencampuran benih pada wanita tersebut. Sehingga 
Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita berzina menjalani iddah untuk 
membersihkan rahimnya dari benih yang tidak suci atau al-mau al-fasad. 
Jika ia sampai hamil karena perbuatan zinanya maka masa menjalani 
‘iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya sekalipun masih dalam 
bentuk ‘alaqah dan mudhghah. 
Tata cara menjalani masa ‘iddah bagi wanita yang berzina adalah dengan 
menyamakannya dengan wathi’ syubhat, yaitu hubungan badan yang 
dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengira ia mencampuri isterinya 
tanpa sadari wanita tersebut bukanlah isterinya. ‘Iddah pada wathi’ 
syubhat menurut Mazhab Maliki ialah dengan menjalani masa 
pembersihan rahim sampai tiga kali haid dan apabila ia hamil sampai ia 
melahirkan.  
4.1.2 Metode istinbath (penetapan) hukum yang digunakan Mazhab Maliki 
pada permasalahan ini ialah dengan menggunakan hadis tentang 
menggauli wanita hamil tawanan perang seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya dan juga dengan mengqiyaskan perbuatan zina tersebut 
dengan wathi’ syubhat.   
Pada pembahasan hadis tersebut, Mazhab Maliki melihat kondisi wanita 
yang sedang mengandung benih dari orang lain sama dengan keadaan 
zina yang benih tersebut tidak dianggap suci, namun objek 
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pembahasannya yang berbeda, wanita tawanan perang tersebut telah 
menjadi budak, sedangkan wanita yang berzina merupakan wanita yang 
merdeka, sehingga perlu mengqiyaskan tata cara menjalani ‘iddah bagi 
wanita pezina yang merdeka dengan wathi’ syubhat, karena ‘iddah pada 
wathi’ syubhat dijalankan oleh wanita yang merdeka. Sehingga terdapat 
kesamaan pada hal status wanita yang merdeka, tidak hanya itu, terdapat 
illat lain yang menjadi alasan qiyas antara wathi’ syubhat dengan zina 
yaitu kedua persetubuhan ini dilakukan diluar ikatan sahnya atau dengan  
bukan pasangan sahnya, namun pada wathi’ syubhat ia melakukannya 
tanpa menyadari bahwa itu bukanlah pasangannya, sedangkan pada 
perbuatan zina keduanya melakukan perbuatan tersebut secara sadar.  
Menurut penulis Mazhab Maliki berpendapat seperti yang tersebut 
sebelumnya dilatarbelakangi oleh cara pandang terhadap benih hasil 
perzinahan, yaitu benih hasil zina tersebut dapat menodai kesucian dari 
hasil hubungan yang sah, sehingga tidak dibenarkan untuk menikahinya 
dan berhubungan dengannya sebelum wanita tersebut melakukan 
pembersihan rahim dengan cara ber’iddah.  
4.2  Saran 
4.2.1 Setelah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan pada pendapat 
tentang adanya ‘iddah pada wanita yang berzina, penulis ingin saling 
mengingatkan kepada siapa saja yang telah membaca tulisan ini untuk 
tidak menganggap menikah menjadi solusi pertama apabila telah terjadi 
hubungan zina dan menyebabkan hamil. Meskipun sebahagian ulama 
membolehkannya, bukan berarti perzinahan tersebut dapat bebas 
dilakukan, karena sebahagian ulama juga sangat mengecam bahwa 
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pernikahan hamil tidak boleh dilakukan sebelum menjalani pembersihan 
rahim. 
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